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Penerbitan edisi ke-6 BMK ini masih dalam suasana
peringatan HUT MK ke-1 yang jatuh pada 13 Agustus 2004.
Tanggal ini dipilih menjadi tanggal berdirinya MK karena
pada tanggal tersebut Presiden Megawati mengesahkan UU
Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Terkait dengan itu, selain
menurunkan berita kegiatan HUT MK, redaksi juga
menurunkan sambutan Ketua MK pada HUT MK secara
lengkap. Hal itu dipandang penting karena Ketua MK dalam
pidatonya menguraikan perjalanan satu tahun MK dengan
segala suka dukanya dan tidak lupa kinerjanya.

Edisi BMK sekarang ini adalah edisi ke-6 dengan
menghitung Edisi Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilu 2004 sebagai edisi ke-5. Penulisan edisi khusus
menjadi pengalaman pertama bagi kru BMK. Tidak heran
jika masih ada kekurangan dan kesalahan di dalamnya.
Untuk itu kami mohon maaf. Hal itu jadi pelajaran untuk
penulisan BMK edisi khusus mendatang.

Masih dalam suasana HUT MK ke-1, MK memiliki
sekretaris jenderal baru yaitu Bapak Janedjri M. Gaffar.
Ia menggantikan Bapak A.A. Oka Mahendra yang
mengundurkan diri bulan Juli lalu. Redaksi BMK mengu-
capkan selamat atas pengangkatannya dan juga selamat
bekerja kepada Pak Janed seiring ucapan terima kasih
kepada Pak Oka. Sebagai konsekuensi dari itu, jabatan
Penanggung Jawab BMK juga berganti, dari Pak Oka kepada
Pak Janed.

Kami juga tengah berbahagia karena salah seorang
redaksi BMK, yaitu Mustafa Fakhri baru saja lulus ujian
S-2 ilmu hukum tata negara di UI. Kini staf pengajar FH UI
itu menyandang gelar master. Semoga makin besar
pengabdiannya. 
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Jangan hanya menganggap keadilan harus di-

tegakkan meski langit runtuh, tapi  yakinlah menegak-

kan keadilan akan membuat langit makin kokoh...

(Jimly Asshiddiqie)

Keadilan memang konsep yang terlalu abstrak.

Sulit untuk menentukan pada garis demarkasi mana

yang ia terlabrak dan pada saat mana ia terpenuhi. Tentu

saja kita bukan Tuhan, yang mana keadilan itu

merupakan salah satu manifestasi sifat-sifatNya. Kita

hanya bagian dari umat manusia yang teramat sulit

dipuaskan secara massal, pada situasi seragam serta

dalam waktu yang sama pula di bawah naungan

keadilan. Lagipula, keadilan bukan hal mudah untuk

dicerna secara cepat dan instant. Sosok keadilan

bukanlah konsep sederhana dan dimudahkan seperti

dalam novel “Kejahatan dan Hukuman”-nya Fyodorf

Dostoyevski atau bahkan berbagai cerita dongeng H.C

Andersen. Ada saja orang yang merasa tidak puas,

tidak suka, bahkan membenci dan marah dengan

tawaran keadilan yang dihidangkan. Sebuah wajah yang

wajar karena beragamnya konsep keadilan yang

diinginkan.

MK telah mengambil putusan tentang uji materiil

UU No.16 Tahun 2003 tentang Pemberlakukan

Penetapan Perpu No.2 Tahun 2002 tentang Pember-

lakuan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindakan Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali

Pada Tanggal 12 Oktober 2003 Menjadi Undang-

Undang. Putusan MK secara defenitif mengabulkan

permohonan pemohon  yang menilai peraturan tersebut

melanggar UUD 1945 dan oleh karenanya harus

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat. Prinsip ‘retroaktif’ ditolak, oleh MK dinyatakan

bahwa ketentuan retroaktif yang berlaku pada UU ini

melanggar ketentuan hak konstitusional setiap orang

yang telah dijaminkan oleh UUD 1945.

Beribu pertanyaan kemudian mengemuka, meng-

iringi wacana ‘pro’ dan ‘kontra’ terhadap putusan ini.

Misalnya, apa implikasinya? Bagaimana dengan terdak-

wa yang sedang dalam upaya untuk dijerat dengan UU

ini? Bagaimana dengan terpidana yang telah dipidana

menggunakan UU ini? Bagaimana? Dan berbagai jenis

bagaimana lainnya.

Hal ini membawa kita perenungan berikutnya,

sesungguhnya dimana dewi keadilan berpijak untuk

berpihak di putusan ini? Ketika ia dipuji oleh berbagai

kelompok-kelompok pembela HAM atau ketika ia

dicaci oleh keluarga korban serangkaian peledakan di

Sari Club, Jalan Legian Kuta? Kalau diimajinasikan bahwa

“Atas Nama Keadilan…”

dewi keadilan berpihak pada rasa keadilan masyarakat,

maka yang mana yang merupakan potret rasa keadilan

masyarakat? Pujian terhadap putusan ini atau yang

caciannya? Semua merasa mewakili rasa keadilan

tersebut, namun kemudian tetap tanpa jawaban.

Namun keadilan harus tetap ditegakkan. Sejelas

atau setidakjelas bagaimana pun konsep keadilan,

permohonan pemohon haruslah dijawab dengan sebuah

putusan yang bersifat final dan mengikat ke depan.

Putusan adalah satu hal, sedangkan puas atau tidak

adalah hal yang lain dan pada saat yang sama sulit untuk

menempatkan porsi konsep keadilan itu sendiri. Meski

di hadapan hukum, keadilan terasa makin sulit untuk

ditempatkan secara gamblang, dan karenanya, Hans

Kelsen pun, secara teoritik (secara pasrah?) menempat-

kan keadilan sebagai tugas ranah politik dan bukanlah

tugas hukum.

Seperti ayunan pedang democles, palu telah

terayun lalu diketuk  mengiringi putusan. Sembilan

hakim konstitusi telah memutuskan meski tidak secara

aklamasi. Masing-masing punya pendapat berdasarkan

konsep pemberian keadilan yang terpahami oleh

masing-masing mereka. Kesulitan menyeragamkan

opini berbanding lurus dengan betapa sulitnya

menyatukan ‘pro’ dan ‘kontra’. Dikabulkan ataupun

ditolak sama dengan dimakan bisa mati bapak, atau mati

ibu. Serba sulit...

Dan dalam putusan, MK memilih mengabulkan

sebagai tafsiran rasa keadilan yang sebaiknya disuguh-

kan. Bagaimana dengan yang menolak? Mekanisme

hukum telah menentukan. Dalam ranah ini, maka

keadilan memang harus berwajah dingin. Ia diambil

bukan berdasarkan pertimbangan sesaat, penuh penda-

laman makna dan hakikat. Bisa salah dan bisa juga benar.

Bisa salah pada hari ini, namun besok menjadi benar.

Bisa benar hari ini, besok menjadi salah. Karena keadilan

bukan hal yang berdiri sendiri. Keadilan punya hubungan

erat dengan konteks kesadaran baru. Tiada yang

mengira hujan hujatan dan caci-maki untuk Hakim John

Marshall dalam kasus terkenal Marbury versus Madison

akan berbuah hujan pujian puluhan tahun kemudian.

Ada konteks kesadaran baru akan pentingnya

pemberian keadilan dengan gaya seperti itu. Kesadaran

baru butuh waktu yang lebih lama, karenanya kadang-

kadang kesadaran seperti kata Nietzsche sesaat sebe-

lum bertemu kematiannya,  “my time is not yet, only the

days after tomorrow belongs to me”. Kesadaran keadilan

untuk hal ini mungkin bukan hari ini, mungkin saja suatu

saat, walau entah kapan...

Zainal A.M. Husein

EEEEEditorial
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PERMOHONAN PEM OHON PERM OHONAN PEMERINTAH 

1. Menerima permohonan uji atas 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
untuk seluruhnya; 

1.  Menerima Keterangan Pemerintah 
seluruhnya. 

2.  Menyatakan Undang-Undang No. 16 
Tahun 2003 adalah tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat; 

2.  Menyatakan para Pemohon tidak 
mempunyai legal standing.  

3.  Mencabut Undang-Undang No. 16 
Tahun 2003 dan menyatakan tidak 
berlaku. 

3.  Menolak permohonan para Pemohon. 

 4.  Menyatakan bahwa UU Nomor 16 
Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme pada Peristiwa 
Peledakan Bom di Bali tanggal 12 
Oktober 2002 menjadi UU tidak 
bertentangan dengan UUD 1945, 
khususnya Pasal 28I ayat (1). 

PENDAPAT DPR 

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menolak asas retroak-
tif dengan mendalilkan Pasal 28I UUD 1945 tidak tepat sama sekali karena 
Pemohon seharusnya memahami Pasal 28J UUD 1945, karena itu permohonan 
harus dinyatakan ditolak. 

 

Boleh jadi para pelaku bom Bali

bersenang hati. Mereka sepertinya

ketiban pulung, mendapatkan sesua-

tu keberuntungan yang di luar duga-

annya. Pada 23 Juli 2004, MK akhirnya

memutuskan membatalkan UU No-

mor 16 Tahun 2003 tentang Pene-

tapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002

tentang Pemberlakuan Perpu Nomor

1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme pada Peris-

tiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12

Oktober 2002.

MK memutus pula bahwa UU

tersebut tak dapat berlaku surut

(retroaktif). Inilah keputusan yang

terbit setelah Masykur Abdul Kadir, sa-

lah seorang terdakwa yang telah divo-

nis 15 tahun penjara, melalui kuasa

hukumnya, Tim Pengacara Muslim

mengajukan judicial review UU No.

16/2003 atas Pasal 28I ayat (1) UUD

1945. Perkaranya tercatat di kepanite-

raan MK bernomor 013/PUU-I/2003.

Memang Masykur Abdul Kadir

(39), lelaki yang beralamat di Jalan

Pulau Pinang, Gang Rembingin I/No. 9

Denpasar, Bali ini tak pernah secuil

Hasil Pengujian UU No. 16 Tahun 2003:
Asas Retroaktif bertentangan dengan UUD

pun menganyam mimpi bakal mering-

kuk di hotel prodeo. Perkenalannya

secara tak sengaja dengan Sutomo,

yang belakangan diketahui sebagai

Imam Samudra, salah aktor bom Bali,

membuatnya berurusan dengan apa-

rat hukum.

Masykur, berdasar UU No. 16/

2003, dianggap telah membantu para

pelaku teror bom Bali. Hanya karena

membantu Sutomo (Imam Samudra)

menunjukkan rumah kontrakan dan

mencarikan mobil sewaan, dia di-

cokok aparat. Oleh sebab itu,  ke-

putusan MK yang membatalkan UU No.

16 Tahun 2003 itu disambut gembira

anggota keluarganya. “Keluarga sangat

bersyukur karena mereka tak perca-

ya Masykur terlibat bom Bali,””kata

Mirzen, salah satu anggota Tim Peng-

acara Muslim, pengacara Masykur.

UU No. 16 Tahun 2003 adalah

hasil penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang (Perpu)

Nomor 2 tahun 2003. Perpu ini dike-

luarkan pemerintah bersamaan de-

ngan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang

mengatur tindak pidana terorisme.

Saat itu, setelah peristiwa bom Bali

terjadi, pemerintah tak punya lan-

dasan hukum untuk menjerat pelaku

bom Bali yang merenggut nyawa  200

orang lebih. Oleh sebab itu, Perpu

untuk bom Bali diberlakukan surut

(retroaktif). Belakangan, pemerintah

bersama-sama dengan DPR menge-

sahkan Perpu No. 1 Tahun 2002 men-

MK  memutuskan membatalkan UU No. 16 tahun 2003 UU Nomor 16 Tahun 2003
tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor
1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa
Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 tentang penerapan UU Anti Teror
untuk terdakwa tragedi bom Bali 2002.

Anggota Front Pembela Islam (FPI) hadir dalam sidang pembacaan putusan terhadap
permohonan Masykur Abdul Kadir.
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PEMOHON 

Nama: Masykur Abdul Kadir. Usia: 39 tahun.  
Pekerjaan: swasta. Alamat: Jl. Pulau Pinang  

Gg. Rembingin I No. 9 Denpasar, Bali. 

KUASA PEMOHON KUASA DPR 

1. H.M. Mahendradata, S.H., M.A. 1. AgustinTeras Narang, S.H.  

2. Wirawan Adnan, S.H.  2. Hamdan Zoelva, S.H.  

3. Achmad Michdan, S.H. 3. H. M. Syaiful Rahman, S.H. 

4. Achmad Kholid, S.H. 4. Dwi Ria Latifa, S.H. 

5. Made Rachman Marasabessy, S.H. 5. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.  

6. M. Luthfie Hakim, S.H. 6. H. Patrialis Akbar, S.H. 

7. Anatomi Muliawan, S.H. 7. Drs. Logan Siagian.  

 8. H. Zein Bajeber 

 9. Drs. H. Ibrahim Ambong, M.A   

 10. Drs. Sidarto Danusubroto, S.H.  

 11. Drs. H. Rusydi Hamka 

 12. Drs. H. M Sofyan Hudori 

jadi UU No. 15 Tahun 2003 dan Perpu

No. 2 Tahun 2002 menjadi UU No. 16

Tahun 2003.

Sidang MK yang mempersoalkan

judicial review UU No. 16 Tahun 2003

berlangsung beberapa kali. Pada siang

pertama (7/11-03), digelar sidang pen-

dahuluan yang mendengarkan nasihat

hakim kepada pemohon untuk mem-

perbaiki permohonannya. Sidang

kedua (10/12-03) memasuki peme-

riksaan sidang dengan mendengarkan

keterangan dari pemerintah dan DPR.

Lalu, apa yang menjadi dasar pertim-

bangan pemerintah dan DPR mene-

tapkan UU No. 16/2003 tersebut?

Menkeh dan HAM Yusril Ihza

Mahendra Dirjen Administrasi Hukum

Zulkarnain Yunus yang mewakili

pemerintah berdasar surat kuasa

khusus Presiden tertanggal 8 De-

sember 2003 dalam persidangan MK

menjelaskan alasan mengapa peme-

rintah menetapkan UU No. 16 Tahun

2003 itu. Menurut Yusril, kejahatan

terorisme, baik yang terjadi di dalam

negeri maupun luar negeri, adalah

persoalan serius yang harus dihadapi

pemerintah dan bukan karena tekan-

an internasional.

“Kita bukan menghadapi tekanan

Amerika atau siapa pun, tapi kalau kita

sudah menghadapi resolusi Dewan

Keamanan PBB kita dalam posisi yang

sulit,” tegas Yusril. Lebih jauh Yusril

menambahkan, terorisme sebagai

extra ordinary crime tak bisa diatasi

dengan cara-cara ordinary saja. Extra

ordinary crime harus dihadapi dengan

peraturan perundang-undangan yang

ekstra juga. “Sangat tidak profesional

orang menggunakan kejahatan-keja-

hatan extra ordinary dihadapi dengan

peraturan perundang-undangan yang

semuanya ordinary, itu tidak bisa

mengungkapkan kejahatan ini,” tam-

bahnya.

Selain itu dalam pertimbangan

pemerintah, peristiwa bom Bali telah

membawa dampak yang luas terhadap

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik

serta hubungan internasional yang

dapat mengancam perdamaian dan

keamanan internasional sebagaimana

Resolusi DK PBB No. 1438 (2002) dan

A
P
 
P
H
O
T
O
/
S
T
R
/
T
E
M
P
O

Tragedi Bom Bali 2002

No. 1373 (2001).

Yusril menambahkan, kasus bom

Bali harus diberlakukan asas retroaktif

karena termasuk kejahatan luar biasa,

kejahatan melawan kemanusiaan

(crime againts humanity). Pemerintah

juga menegaskan, dalam kasus Perpu

No. 2 Tahun 2002  ini dibatasi berlaku-

nya hanya untuk kasus bom Bali, tidak

secara umum. Tidak diberlakukan

atas kasus Aceh, kasus Poso dan seba-

gainya. Karena pemerintah percaya

bahwa kasus-kasus itu dapat ditun-

taskan dengan perangkat hukum yang

ada, baik hukum pidana materiil

maupun hukum formil.

Pemerintah juga berpendapat

alasan pemohon yang mendasarkan

pada UUD 1945 Pasal 28I tidak leng-

kap. Menurut Yusril, pasal itu harus

berlaku bersama Pasal 28 J ayat (2)

yang berbunyi, “Dalam menjalankan

hak dan kebebasannya, setiap orang

wajib tunduk kepada pembatasan

yang ditetapkan dengan undang-

undang…”.

Dalam sidang MK (10/12-03) DPR

diwakili pimpinan dan anggota Komisi

I dan Komisi II berdasarkan surat kuasa

khusus Ketua DPR tertanggal 10

Desember 2003. Wakil Ketua Komisi

II DPR Hamdan Zoelva menegaskan,

UU No. 16 Tahun 2003 tak berten-

tangan dengan UUD 1945. Menu-

rutnya, UU tersebut tidak bertentangan

dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
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Ahli hukum tata negara Prof. Dr.

Harun Alrasid dalam sidang MK antara

lain berpendapat bahwa UU tak dapat

diberlakukan surut (retroaktif) apa pun

alasannya. Karena, menurutnya, asas

retroaktif bertentangan dengan prinsip

hukum yang berbunyi: nullum delictum

nulla poena sine praevia lege poenali.

“Saya rasa ini sudah umum. Jadi suatu

peristiwa itu dapat dihukum berdasar-

kan peraturan perundang-undangan

pidana yang berlaku sesudah itu,

sesudah terjadi peristiwa itu. Jadi tidak

sebelumnya”, tegas Harun.

Pemerintah keliru menilai
Lebih jauh ditambahkannya,

Undang-Undang Dasar Amerika juga

melarang asas retroaktif. Hal itu,

tegasnya, dapat dibaca dalam law

dictionary even gives, such low failed

article run section nine and the ten of

the constitution of United States is

provide that leader congress north and

state self past and expose such low,

that’s  profession behavior applicable

only to terminal status.

Selain itu, Harun menegaskan

keberatan pemohon atas UU No.16

Tahun2003 yang diberlakukan surut

dan bertentangan dengan Pasal 28I

UU 1945 adalah hak asasi manusia yan

tak dapat dikurangi dalam keadaan ap

pun. Demikian juga anggapan bahwa

tindakan pelaku bom Bali disebut

pemerintah sebagai extra ordinary

crime, Harun menganggapnya sebagai

penilaian yang keliru. “Saya rasa pe-

merintah waktu itu tidak sadar dan

tidak tahu bahwa hal itu belum ber-

laku surut. Kalau pemerintah tahu ti-

dak akan menyampaikan dalil ini,”

tandas Harun.

Bertentangan dengan KUHP
Menjawab pertanyaan hakim

konstitusi Achmad Roestandi, S.H.,

yang menyoal Pasal 46 UU No. 15

Tahun 2003, Prof. Dr. Harun Alrasid

menegaskan bahwa hal itu jelas

TERORISME DALAM
KONVENSI INTERNASIONAL

Terorisme bukanlah ‘cabe rawit’ yang sekadar

membuat perut jadi mulas dan mencret. Tetapi teroris-

me adalah sebentuk kejahatan kemanusiaan yang

menyeramkan. Ia bukan saja ditakuti anak cucu Adam

di bumi Indonesia, tetapi juga dikutuk habis oleh masya-

rakat internasional. Wajar saja, terorisme membuat miris

manusia sejagad karena terorisme adalah crime againts

humanity.

Komitmen masyarakat internasional dalam men-

cegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan

dalam berbagai konvensi internasional. Konvensi itu

menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan

yang mengancam perdamaian dan keamanan interna-

sional.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga telah menge-

luarkan 2 instrumen internasional dalam bentuk Conven-

tion untuk menindak terorisme internasional, yaitu

International  Convention for The Surpression of Ter-

rorist Bombings, 1977, dan International Convention for

The Surpression of Financing of Terrorism, 1999. Selain

itu, sebelumnya PBB  juga telah mengeluarkan dua

Deklarasi, yaitu Declaration of Measures to Eliminate

International Terrorism, 1994 dan Declaration of

Supplement the 1994 Declaration of Measures to

Eliminate International Terrorism, 1996.

Di tingkat regional juga menunjukkan perkem-

bangan serupa, seperti di kalangan Masyarakat

Ekonomi Eropa telah menandatangani European

Convention on The Surpression of Terrorism, 1978.

Di lingkungan negara-negara Arab terdapat The Arab

Convention on The Surpression of Terrosrism, 1988,

dan Asosiasi Kerjasama Regional Negara-negara Asia

Selatan memiliki SAARC Regional Convention on

Surpression of Terrorism 1987.

Apa pun alasannya, terorisme memang harus

dicegah karena akibat yang ditimbulkannya sedemi-

kian menyengsarakan dan mencabik-cabik nilai-nilai

kemanusiaan. Namun, dengan dalil memerangi

terorisme, siapa pun tak boleh sembrono memasang

label teroris kepada seseorang atau sekelompok orang

hanya karena benturan kepentingan politik, ekonomi,

dan budaya. Termasuk, seperti putusan MK, mene-

rapkan asas retroaktif.

Ahli dan Saksi pun Berbicara
Sidang MK keempat yang terbuka untuk umum digelar (24/2-04) untuk
mendengarkan keterangan ahli  Guru Besar Hukum Tata Negara UI Prof. Dr.
Harun Alrasid dan keterangan saksi anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi
Reformasi Mutammimul Ula.

karena UU tersebut harus dipahami

lebih lanjut dalam konteks dengan

Pasal 28C. “Persoalannya dalam kasus

ini adalah pemohon mendasarkan

pada Pasal 28I ayat (1), sehingga me-

nyatakan UU No. 16 Tahun 2003 ber-

tentangan dengan UUD 1945 dan

kami berpendirian bahwa UU No. 16

Tahun 2003 ini adalah berdasarkan

Pasal 28C,”  kata Hamdan.

Memang pada sidang MK pertama

dan kedua, sidang masih berfokus

pada  upaya mendengarkan keterang-

an  para pihak yang berperkara, baik

pemohon, pemerintah dan DPR. Hal

ini dilakukan untuk menggali kete-

rangan seluas-luasnya dan berbagai

dalil yang relevan mengapa pemohon

mengajukan judicial review kepada

MK, juga untuk menggali hal-hal yang

melatarbelakangi mengapa peme-

rintah dan DPR memberlakukan UU

No. 16 Tahun 2003.

Nampaknya dengan mengajukan

judicial review, Masykur mengharap-

kan berkah, agar dirinya bebas dari

jerat hukuman penjara 15 tahun. Oleh

karena itu, untuk menggenapi kete-

rangan yang dibutuhkan, MK  mengge-

lar  sidang  ketiga (21/1-04) yang difo-

kuskan untuk memeriksa bukti-bukti

yang diajukan pemohon. 
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bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). “Saya katakan itu bertentang-

an dengan undang-undang yang lain

yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak boleh

ada perbuatan yang dapat dihukum.

Jadi bertentangan dengan apa yang

dalam UU Amerika disebut “This

protection and the applitocate and

status tidak boleh no there common

rest states past act and expose to law,”

ujar mantan anggota KPU 1999 ini.

Guru besar hukum tata negara UI

ini juga berharap agar hak MK  untuk

melakukan judicial review dimaksud-

kan untuk menjaga agar tata hukum

Indonesia tak bertentangan antara

satu peraturan dengan peraturan lain-

nya. “Seperti sudah saya tegaskan,

maksud dari hak menguji itu, baik

yang dimiliki oleh MA maupun yang

dimiliki MK itu adalah untuk menjaga

agar tata hukum Indonesia tak ber-

tentangan antara aturan yang satu

dengan aturan yang lain, itu maksud-

nya,” kata Harun.

Belum memenuhi syarat
Sedangkan Mutammimul Ula,

anggota Pansus Perpu Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme DPR RI yang

bertindak sebagai saksi secara gam-

blang menerangkan jalannya persi-

dangan Pansus itu. Mulai dari terbitnya

surat pengantar pemerintah  tertanggal

7 November 2002 hingga palu dike-

tukkan untuk diputuskan DPR pada 6

Maret 2003.

Dalam persidangan DPR, ujar

Mutammimul, fraksinya berkeberatan

atas penetapan Perpu untuk kasus

bom Bali karena kejadian di Bali itu

dianggap belum mencukupi sebagai

syarat keadaan darurat  yang memak-

sa diberlakukannya Perpu. Menu-

rutnya, Perpu keadaan darurat dapat

diberlakukan jika menyangkut hal-hal:

mengancam kedaulatan dan keutuh-

an NKRI, mengubah dasar negara,

mengancam kewibawaan pemerin-

tah, dan melakukan pemberontakan

bersenjata.

DPR mengabaikan prosedur
Selain itu, Mutammimul justru

membeberkan keanehan proses

perubahan Perpu No. 2 Tahun 2002

menjadi UU No. 16 Tahun 2003. Menu-

rutnya, proses pembentukan undang-

undang ini tidak melewati prosedur

pembahasan sesuai dengan aturan

persidangan parlemen. “DPR meng-

abaikan prosedur dengan tidak mem-

bahas Perpu ini dahulu,” ujarnya.

Menurut Mutammimul, proses

dan pengundangan Perpu Anti Teror-

isme itu tak sesuai dengan ketentuan

Tata Tertib DPR RI Pasal 13 yang ber-

bunyi, “Peraturan Pemerintah Peng-

ganti Undang-undang dibicarakan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat pada ke-

sempatan pertama segera setelah

Perpu tersebut diundangkan dan di-

sampaikan pada DPR.”

Selain dirinya, beberapa anggota

DPR seperti almarhum Hartono Mar-

djono dan Patrialis Akbar dulu pernah

memprotes juga dengan mengajukan

keberatan dan dalil idem ditto dengan

Mutammimul, tetapi palu tetap dike-

tokkan dan putusan telah jatuh. Dan

akhirnya, memang itu tetap diberla-

kukan oleh pemerintah.

Pemberlakuan surut tidak
diperkenankan

Selain Harun Alrasid dan Mutam-

mimul  Ula, pada sidang MK kelima

(16/3-03) juga didengarkan keterang-

an ahli Dr. Maria Farida Indriati, S.H.

dosen Fakultas Hukum UI. Menurut

Maria, pemberlakuan surut dalam

suatu UU pada dasarnya tak diperke-

nankan. Karena, ujarnya, suatu per-

aturan perundang-undangan selalu

diberlakukan untuk mengikat ke

depan. “Suatu peraturan perundang-

undangan pada asasnya tidak dapat

berlaku surut,” tegas Maria.

Setelah mendengarkan keterang-

an pemohon berikut bukti-bukti yang

dsorongkan, juga mendengarkan

keterangan pemerintah dan DPR, serta

pendapat ahli dan saksi yang credible,

para hakim konstitusi melanjutkan

dengan membahas lebih dalam dalam

rapat permusyawaratan hakim guna

merumuskan putusan.

Putusan MK tidak dapat segera

diambil karena  sidang MK harus

ditunda selama bulan April hingga

pertengahan Mei berkaitan dengan

digelarnya sidang perkara penyele-

saian sengketa pemilu, baik yang

diajukan partai politik maupun perse-

orangan calon anggota DPD. Hal itu

disebabkan adanya waktu yang sangat

terbatas bagi MK untuk memeriksa,

mengadili, dan memuutus perkara,

yakni 30 hari sehingga mengharuskan

perkara pemilu itu diprioritaskan

Setelah perkara pemilu dapat di-

tuntaskan, perkara permohonan Masy-

kur Abdul Kadir digelar kembali.

Pengunjung dan wartawan sedang memperhatikan slide proyektor yang menayangkan
putusan MK
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Bagi kaum Muslim, hari Jumat

adalah hari penuh berkah. Demikian

pula bagi Masykur Abdul Kadir, salah

seorang terdakwa kasus bom Bali

yang divonis penjara 15 tahun. Jumat

itu, 23 Juli 2004, adalah hari keadilan

yang ditunggu-tunggunya.

MK akhirnya memutus permo-

honan judicial review yang diajukan

Masykur dengan membatalkan UU No.

16 Tahun 2003 yang menerapkan

asas retroaktif kepada para terdakwa

Bom Bali 2002. Seolah tak percaya,

Masykur mendengar berita gembira itu

dengan mata membelalak. Segera ia

sujud syukur mencium lantai hotel

prodeo. Masykur benar-benar gembira

tak terkira (bungah) hatinya seperti

halnya para terpidana atau terdakwa

kasus Bom Bali lainnya.

Di sisi lain, muncul  kekecewaan

terhadap putusan MK tersebut. Ter-

masuk di dalamnya adalah keluarga

para korban tragedi Bom Bali yang

Putusan MK dengan “Dissenting Opinion”

menelan sekitar 200 jiwa, belum yang

cedera dan catat. Pihak Australia pun

kecewa atas putusan tersebut

mengingat sekitar 88 warganya tewas

dalam tragedi tersebut.

HAKIM KONSTITUSI YANG 

MENGABULKAN PERM OHONAN 

HAKIM KONSTITUSI DENGAN PENDAPAT 

YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION) 

1. Prof. Dr. Jimly  Asshiddiqie, S.H. 1. Maruarar Siahaan, S.H. 

2. Dr.H.M. Laica Marzuki, S.H. 2. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. 

3. H.  Achmad Roestandi, S.H. 3. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.  

4. Prof. H. Mukhtie Fajar, S.H. 4. Dr. Harjono, S.H., MCL  

5. Soedarsono, S.H.  

MK akhirnya memutus permohonan pengujian UU yang diajukan terdakwa
kasus bom Bali dengan membatalkan UU No. 16 Tahun 2003. Namun putusan
tersebut diwarnai dengan dissenting opinion yang cukup besar, yakni 4 hakim menolak
permohonan berbanding 5 hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan.

hakim konstitusi menyetujui permo-

honan yang membatalkan UU berban-

ding 4 hakim konstitusi yang menolak

permohonan  dan menyatakan UU

tersebut. 4 orang hakim konstitusi

inilah yang menyusun dissenting

opinion.

Ketua MK Jimly Asshiddiqie

secara tegas menyatakan bahwa

“Mahkamah menyatakan undang-

undang itu tidak mempunyai kekuat-

an hukum yang mengikat, mencabut

undang-undang itu, dan menyatakan

Bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke

depan (prospectively).  Adalah tidak fair, jika

seseorang dihukum karena perbuatan yang pada

saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah.

Adalah  tidak fair pula jika pada diri seseorang

diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih

berat terhadap suatu perbuatan yang ketika

dilakukannya diancam oleh ketentuan hukum

yang lebih ringan, baik yang berkenaan dengan

hukum acara (procedural), maupun hukum

material (substance).

Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada

filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan

(retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan

acuan utama dari sistem pemidanaan di negara

kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan

edukatif.

Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa

pengesampingan asas non-retroaktif membuka

peluang bagi rezim penguasa tertentu untuk

menggunakan hukum sebagai sarana balas

dendam (revenge) terhadap lawan-lawan politik

sebelumnya.  Balas dendam semacam ini tidak boleh

terjadi, oleh karena itu harus dihindari pemberian

peluang sekecil apapun yang dapat memberikan

kesempatan ke arah itu.

Bahwa saat ini tengah berlangsung upaya penegakan

hukum (rule of law) termasuk penegakan peradilan

yang fair.  Adapun jaminan minimum bagi suatu

proses peradilan yang fair adalah: asas praduga tak

bersalah (presumption of innocence), persamaan

kesempatan bagi pihak yang berperkara, pengucapan

putusan secara terbuka untuk umum, asas ne bis in

idem, pemberlakuan hukum yang lebih ringan bagi

perbuatan yang tengah berproses (pending cases),

dan larangan pemberlakuan asas retroaktif.  Dengan

mengacu kepada syarat-syarat minimum tersebut

di atas maka UU No. 16 Tahun 2003 justru berse-

lisihan arah dengan jaminan bagi suatu peradilan yang

fair, karena jelas-jelas telah melanggar salah satu

syarat yang harus dipenuhi, yaitu pemberlakuan asas

retroaktif.

Putusan MK yang membatalkan

UU Anti Terorisme Bom Bali tersebut

bukan tanpa perdebatan hangat di

kalangan hakim konstitusi. Para hakim

konstitusi berbeda pendapat menge-

nai hal ini sehingga dalam putusan

terdapat dissenting opinion dengan

komposisi yang cukup dramatis: 5

tidak berlaku.”

 Akhirnya, dengan tetap meng-

hargai dissenting opinion yang diajukan

4 hakim konstitusi, MK memutuskan

mengabulkan permohonan Mansyur

Abdul Kadir. Dan Mansyur pun gem-

bira tak terkira (bungah) hatinya seper-

ti halnya terdakwa Bom Bali lainnya.

PENDAPAT MK  DALAM PUTUSAN
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Menimbang bahwa UU Nomor 15 Tahun 2003 telah

cukup memenuhi harapan para justisiabel.  Namun

UU Nomor 15 Tahun 2003 tidak perlu diberlakukan

surut, karena unsur-unsur dan jenis kejahatan

yang terdapat dalam terorisme menurut UU di-

maksud sebelumnya telah merupakan jenis

kejahatan yang diancam dengan pidana berat.

Merujuk kepada Statuta Roma Tahun 1998,

maupun UU No. 39 Tahun 1999, peristiwa

peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002

belumlah dapat dikategorikan sebagai kejahatan

yang luar biasa (extra-ordinary crime) yang dapat

dikenai prinsip hukum retroaktif, melainkan masih

dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa

(ordinary crime) yang sangat kejam, tetapi masih

dapat ditangkal dengan ketentuan hukum pidana

yang ada.

Apabila terorisme dipandang telah bertentangan

dengan hak asasi manusia (HAM), namun keten-

tuan dan tindakan hukum untuk memberantasnya

juga tak dapat mengesampingkan HAM, sebab di

Amerika Serikat sendiri terdapat penilaian bahwa

Terrorism Law is major setback for civil liberties.

Sekiranya pemberlakuan kaidah hukum oleh

pembentuk UU terhadap sesuatu peristiwa konkrit

yang terjadi sebelumnya, sebagaimana dengan

pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2003 seperti

tersebut di atas dibenarkan adanya, atau dianggap

konstitusional oleh Mahkamah, maka hal tersebut

di masa-masa yang akan datang dapat menjadi

preseden buruk yang dijadikan rujukan bahwa

pembentuk UU dapat memberlakukan sesuatu

kaidah hukum dalam undang-undang secara

eksplisit atau expressis verbis terhadap satu atau

dua peristiwa konkrit yang telah terjadi sebelum-

nya, hanya atas dasar penilaian politis (political

judgement) oleh DPR bersama-sama Pemerintah

bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi sebe-

lumnya itu termasuk kategori kejahatan yang

sangat berat bagi kemanusiaan.

Penerapan undang-undang anti terorisme  secara

retroaktif hanya kepada kasus bom Bali, sangatlah tepat

karena jelas  unsur motif dari kasus tersebut dan unsur

target perbuatannya  yaitu menimbulkan teror atau rasa

takut masyarakat, sedangkan pada kasus lain motifnya

berbeda.

Peristiwa Peledakan Bom di Bali, dilakukan pada

suasana dunia diguncang oleh tindakan terorisme yang

menjadi perhatian penting masyarakat dunia secara

keseluruhan yang telah menggunakan tindakan

kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa

memilih-milih siapa yang menjadi korbannya yang tidak

terbatas pada bangsa dan korban jiwa, tetapi juga

perusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan

harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber

ekonomi, dan juga dapat menimbulkan kegoncangan

social dan politik, bahkan dapat meruntuhkan

eksistensi suatu bangsa.

Sesuai dengan amanat sebagaimana dikemukakan

dalam Pembukaan UUD 194, Negara berkewajiban untuk

melindungi setiap warganegaranya dari setiap ancaman

kejahatan baik bersifat nasional, transnasional apalagi

bersifat internasional. Negara juga berkewajiban untuk

mempertahankan kedaulatan dirinya serta memelihara

keutuhan dan integritas nasionalnya dari setiap bentuk

ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

UU Nomor 16 tidak membuat tindak pidana baru, karena

semua tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang

Nomor 16 adalah perbuatan yang dilarang oleh KUHP,

maupun Konvensi Internasional yang telah berlaku, dan

ini terlihat pada perbuatan-perbuatan yang dirumuskan

dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.

Pelaku dalam Peristiwa Peledakan Bom di Bali, semua

sadar dan tahu bahwa perbuatan mereka ini diancam

hukuman oleh undang-undang, dan juga pelaku tahu

dan sadar perbuatannya akan menimbulkan korban

yang banyak, khususnya ditujukan ke bangsa lain (kulit

putih), berarti telah mengandung rasa kebencian

terhadap orang asing, ini berarti suatu perbuatan yang

immorality (bertentangan dengan moralitas). 

PERTIMBANGAN MK DALAM PUTUSAN
antara lain berisi:

PENDAPAT BERBEDA (“DISSENTING OPINION”)
antara lain berisi:

PUTUSAN MK

Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk pengujian UU No. 16 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan  Perpu No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi UU
terhadap UUD 1945.
Menyatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang
Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa
Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi UU (LN RI Tahun 2003 No. 46, TLN RI Nomor
4285) bertentangan dengan UUD 1945.
Menyatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang
Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa
Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi UU (LN RI Tahun 2003 No. 46, TLN RI No.
4285) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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Untuk itu beberapa organisasi

dan LSM pers mengajukan judicial

review terhadap UU tersebut ke MK.

Mereka adalah Ikatan Jurnalis Televisi

Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran

Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI),

Persatuan Perusahaan Periklanan In-

donesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran

Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih

Suara Indonesia (PERSUSI), dan Komu-

nitas Televisi Indonesia (KOMTEVE).

Para pemohon diwakili oleh tim

kuasa hukumnya yang terdiri atas Dr.

T. Mulya Lubis, S.H. LL.M, Lelyana

Santosa, S.H., Atmajaya Salim, S.H.,

Fredrik J. Pirakunary, S.H., dan Marulam

J. Hutauruk, S.H. Para pemohon secara

resmi mengajukan surat pada 12

Maret 2003 dan diterima di kepani-

teraan MK pada Rabu (15/10-03) de-

ngan nomor perkara: 005/PUU-I/2003.

Lalu, apakah yang menjadi pokok

gugatan para pemohon?

ingin mengontrol kebebasan pers
Pokok gugatan pemohon berma-

cam-macam, antara lain bahwa negara

melalui UU Penyiaran telah mencip-

takan reinkarnasi baru Departemen

Penerangan untuk mengontrol dengan

ketat kebebasan dan kemerdekaan

pers di bidang penyiaran dengan cara

politik hukum pembentukan organi-

sasi tunggal Komisi Penyiaran Indo-

nesia (KPI) dan mengikat sumber dana

KPI sehingga independensi KPI diper-

tanyakan. Selain itu, menurut pemo-

hon, melalui UU Penyiaran negara

mematikan kreativitas organisasi

penyiaran dan memecah belah antar

lembaga penyiaran dengan politik

diskriminatif, dan sebagainya.

Untuk menguatkan dalil permo-

honannya, pemohon menyorongkan

segepok bukti-bukti tertulis. Misalnya,

tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddieqy,

S.H., yang berjudul “Judicial Review”

(Dictum, Edisi I, 2002). Juga bukti

tulisan di Media Indonesia (25/11-02)

berjudul “DPR Abaikan Pasal Kontro-

versial dalam RUU Penyiaran”, dan

sebagainya. Bahkan untuk menguat-

kan permohonannya, pemohon juga

menghadirkan para ahli yang didengar

keterangannya dalam sidang tanggal

11 Februari 2004, yaitu Prof. Dr. Abdul

Muis, S.H. dan Drs. K.R.M.T. Roy Suryo.

Peermohonan dari pemohon

kepada MK adalah agar lembaga

pelaksana kekuasaan kehakiman ini

mengabulkan permohonannya untuk

membatalkan UU No. 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran.

Dengan serius, para hakim MK

pun memberikan pertimbangan hu-

kum yang relevan. Pertimbangan itu

menyangkut kewenangan MK untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan judicial review, legal

standing pemohon yang kuat, dan

duduk perkaranya. Sebelum memper-

timbangkan 14 dalil permohonan a

quo, MK bahkan terlebih dahulu

menelaah hubungan antara UUD 1945,

HAM, UU No. 40 Tahun 1999 tentang

PUTUSAN MK TENTANG PENGUJIAN UU PENYIARAN
Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian.

Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat: “…atau

terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat

“… KPI bersama …”, UU No. 32/2002 yang dimuat dalam Lembaran

Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4252) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya.

Putusan MK Tentang Pengujian UU Penyiaran:

KPI sebagai Penyusun Peraturan,
Pemerintah Menetapkan

Terbitnya sebuah UU tak selamanya sepi dari kritik dan bahkan gugatan. Hadirnya UU
No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kembali memantikkan semangat insan pers
untuk mengajukan judicial review atas UU tersebut.

Pers, dan UU No. 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran yang saling terkait.

Selain itu, dari 14 dalil yang di-

ajukan pemohon, MK lebih memfo-

kuskan pada tiga hal, yaitu pertama,

meletakkan keseimbangan antara

kemerdekaan menyampaikan penda-

pat dan memperoleh informasi mela-

lui kegiatan penyiaran, kepentingan

masyarakat sebagai konsumen siaran

dan kewenangan mengatur penyiaran

dari negara. Kedua, masalah lembaga

pencabutan ijin yang merupakan

“hukuman mati” yang mempunyai

implikasi luas bagi kebebasan pe-

nyiaran dan perusahaan penyiaran.

Dan ketiga, masalah independensi KPI

dan kewenangan untuk membuat

regulasi.

Melalui pengkajian intens para

hakim, setelah mendengarkan kete-

rangan pemohon dan  memeriksa

bukti, MK mengadili perkara dengan

memutuskan mengabulkan permo-

honan Para Pemohon untuk sebagian,

yakni menyatakan bahwa Pasal 44

ayat (1) untuk bagian anak kalimat:

“…atau terjadi sanggahan”, Pasal 62

ayat (1) dan (2) untuk bagian anak

kalimat “… KPI bersama …”, UU No.

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

tidak punya kekuatan hukum meng-

ikat.

Putusan itu adalah hasil permu-

syawaratan para hakim konstitusi pada

Kamis, 22 Juli 2004 dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua MK pada Rabu, 28 Juli 2003.

Lalu, apakah konsekuensi secara

riil atas keputusan MK tersebut bagi

konsumen media massa Indonesia?

Para penggemar tayangan “esek-

esek”, mistik, dan kekerasan di

televisi Indonesia boleh jadi  bakal

kecewa. Begitu pula para penggan-

drung tayangan impor yang porsinya

akan dibatasi maksimal 40 persen.

Itulah, antara lain, konsekuensi kepu-

tusan MK yang akhir bulan Juli 2004

menolak pemohonan enam asosiasi

di bidang penyiaran, yang meminta

peninjauan ulang beberapa pasal

dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran. MK juga mengembalikan

posisi Komisi Penyiaran Indonesia

(KPI) hanya sebagai penyusun per-

aturan. Penetapannya tetap di tangan

pemerintah. 
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Sidang perdana ini memeriksa

perkara pengujian Undang-Undang

No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sidang ini diperiksa oleh panel hakim

MK yang terdiri dari Ketua Panel Hakim

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH, hakim

konstitusi Achmad Roestandi, S.H.,

dan hakim konstitusi Maruarar Siaha-

an, S.H.. Pemohonnya adalah Yislam

Alwini, Berar Fathia, Tatang Isalhan-

syah WD, Encep Rukmana, Ridwan

Mursid, Sucipto, S.H., Suta Widhya, dan

R. Endang M. Aryakusuma. Sidang

tahap pemeriksaan pendahuluan ini

digelar di lantai 1 gedung Mahkamah

Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat

No. 7, Jakarta.

Dalam persidangan, Yislam Alwi-

ni, pemohon dan sekaligus kuasa

hukum pemohon, mengemukakan

bahwa mereka merasa dirugikan oleh

Pasal 25 UU Pilpres yang mengatur

tentang ketentuan calon presiden

dan wakil presiden hanya dapat di-

usulkan oleh partai politik atau ga-

bungan partai politik peserta pemi-

lihan umum. Berdasarkan ketentuan

itu kemudian Komisi Pemilihan

Umum (KPU) menolak pendaftaran

mereka sebagai calon presiden dan

wakil presiden non-partai politik pada

pilpres 5 Juli 2004. “Kami telah

mengajukan diri untuk mencalonkan

diri sebagai calon presiden dan calon

wakil presiden ke KPU. KPU tidak

memproses dan justru mengabai-

kannya,” kata Yislam Alwini.

Menurutnya, UU tersebut tidak

mengakomodir jiwa, semangat, dan

kehendak konstitusi. Ia menyebut-

kan misalnya dalam preambule dan

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang

kedaulatan ada pada rakyat. “Kami

merasakan kedaulatan itu ada di

tangan partai politik, bukan rakyat.

Karena itu kami merasa dirugikan,”

ujarnya. Ia menambahkan, UU itu

bertentangan juga dengan pasal-pasal

tentang hak asasi manusia (HAM)

dalam UUD 1945 tersebut. Dalam

naskah permohonannya, pasal-pasal

dalam UUD 1945 yang dilanggar itu

yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal

28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan

ayat (3), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I

ayat (2), dan Pasal 28 J ayat (1). Menu-

rutnya, sebagai warga negara mereka

berhak untuk mencalonkan diri

karena hal itu dibenarkan, disahkan,

dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Tidak Fokus
Ketua Panel Hakim I Dewa Gede

Palguna menerangkan bahwa dalam

sidang tahap pemeriksaan pendahu-

luan ini hakim wajib memberi nasihat

kepada pemohon untuk melengkapi

dan/atau memperbaiki permohon-

annya. Hakim konstitusi Palguna

kemudian memberitahukan adanya

kekeliruan permohonan pemohon

yang menggunakan istilah gugatan.

Menurut hakim konstitusi Palguna,

istilah itu tidak dikenal dalam peng-

ujian UU di MK. Istilah yang benar

adalah permohonan. Sebab persi-

dangan pengujian UU tidak bersifat

adversarial. Hakim Palguna juga

menjelaskan bahwa sesuai dengan

Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, pemo-

hon harus menjelaskan kerugian yang

dialaminya dan bagian mana yang

bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, menurut hakim Palguna,

permohonan pemohon tidak fokus

dan juga tidak jelas. “MK tidak mung-

kin mengabulkan sesuatu yang tidak

diminta pemohon atau sesuatu yang

diluar kewenangan pemohon,” jelas

Palguna.

Hakim konstitusi Maruarar Siaha-

an juga berpendapat permohonan

pemohon tidak fokus. Dasar pemikir-

an permohonan harus seperti yang

dijelaskan UU MK. Selain itu, tuntutan

pemohon juga tidak fokus. Hakim

Maruarar mengingatkan pemohon

agar memahami UU No. 24 Tahun

2003 tentang MK, juga menjelaskan

kepada pemohon bahwa perkara yang

ajukan pemohon sangat serius,

karena akan mempengaruhi ketata-

MK Gelar Kembali Sidang Pengujian UU negaraan kita.

Sementara hakim konstitusi

Achmad Roestandi juga menyatakan

pendapatnya yang tak jauh berbeda

dengan hakim konstitusi Palguna dan

Maruarar. Hakim Roestandi menasi-

hatkan pemohon agar memperbaiki

sistematika permohonannya. Pemo-

hon dapat melihat contoh permo-

honan yang telah ada.

Menanggapi penjelasan panel

hakim, pemohon menyatakan akan

menerima nasihat tersebut dan akan

memperbaiki permohonannya. Pemo-

hon juga mengemukakan bahwa

mereka belum memahami bentuk

kewenangan MK. Karena itu mereka

kuasa hukum pemohon Yislam Alwini

menanyakan ke panel hakim apakah

MK memutuskan UU begitu saja atau

membatalkan sebagian isinya. Menu-

rut hakim Palguna, pertanyaan pemo-

hon tentang itu menunjukkan bahwa

pemohon belum membaca UU MK.

Panel hakim sepakat agar pemo-

hon memperbaiki permohonannya.

Hakim Palguna menasihatkan pemo-

hon agar memperbaiki permohonan-

nya paling lambat 14 hari. Menanggapi

nasihat hakim, pemohon menyatakan

sanggup memperbaiki permohonan-

nya dalam waktu tiga hari. Hakim

Palguna dan hakim Maruarar menasi-

hatkan agar pemohon tidak usah

terburu-buru. “Tidak usah terburu-

buru. Cobalah diskusi dengan mereka

yang pernah memahami proses si-

dang di MK,” himbau Maruarar.

Pemohon meminta agar majelis

hakim MK mempertimbangkan teng-

gat waktu pencalonan presiden dan

wakil presiden yang sebentar lagi.

Menanggapi permintaan ini hakim

Palguna mengeaskan bahwa permo-

honan pemohon tidak bisa dikecilkan

sebagai kepentingan pemohon saja.

Tapi akan mempengaruhi hal lainnya.

“MK tidak akan terikat oleh tenggat

waktu, tapi substansi permohonan

yang diajukan yang akan mempenga-

ruhi ketatanegaraan Indonesia,” tegas

Palguna.

Persidangan ini ditunda untuk

memberikan kesempatan kepada

pemohon memperbaiki permohon-

annya. Jadwal persidangan berikutnya

akan ditentukan kemudian setelah

pemohon menyelesaikan perbaikan

permohonannya. (Rizal)

Setelah disibukkan oleh persidangan sengketa hasil pemilu
legislatif selama hampir dua bulan, MK menggelar kembali
persidangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
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Setidaknya ada dua hal penting ketika kita

membicarakan penyelesaian sengketa hasil pemilihan

umum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

(MKRI). Pertama, pengajuan sengketa hasil pemilu lebih

merupakan penyaluran frustasi sosial oleh pihak-pihak

yang berperkara di hadapan MKRI. Kedua, ketaatan yang

cukup besar terhadap putusan majelis hakim yang

memeriksa sengketa pemilu tersebut.

Dari 258 perkara sengketa hasil pemilu yang

terdaftar di MKRI, dapat dipastikan mayoritas tidak

ditunjang oleh bukti-bukti dan kesaksian yang kuat.

Majelis hakim beberapa kali memperingatkan baik

pemohon maupun pihak terkait, termasuk wakil Komisi

Pemilihan Umum, untuk memperjelas permohonan dan

dukungan bukti-bukti bagi perkara yang diperiksa. Sikap

majelis hakim yang pro-aktif juga diperlihatkan melalui

pengiriman Tim Pencari Fakta untuk memverifikasi data

yang disampaikan ke hadapan sidang dengan fakta di

lapangan. MKRI telah mengirim tim ke Medan, Gianyar,

dan Lampung. Bahkan Majelis Hakim juga memerintah-

kan perhitungan ulang suara di wilayah Sampang,

Madura.

Kenyataan kedua bahwa para pihak dapat mene-

rima putusan MKRI dalam hal pemeriksaan sengketa

pemilu didasarkan pada kenyataan hukum (legal fact)

bahwa putusan sengketa pemilu ini bersifat pertama

dan terakhir (first and final). Suasana persidangan di

MKRI juga mendukung tingkat kepuasaan para pihak

yang berperkara. Persidangan di MKRI tidak seseram

seperti di peradilan umum.

Ketidaksiapan Parpol
Dari sejumlah persidangan di MKRI, muncul kesan

yang kuat bahwa partai-partai politik tidak memper-

siapkan diri untuk menghadapi persoalan sengketa hasil

pemilu. Ada dua hal yang melandasi dugaan tersebut.

Pertama, hampir semua partai politik tidak secara ketat

menyaksikan proses penghitungan suara terutama di

tingkat TPS, PPS, dan PPK.  Banyak saksi parpol hanya

menyaksikan proses penghitungan tidak secara penuh

waktu. Beberapa di antara saksi datang pada akhir

penghitungan suara untuk sekadar mendapatkan angka

akhir. Kendala tidak meratanya penyebaran saksi kadang

juga didasarkan pada situasi geografis daerah. Untuk

daerah terpencil, hampir dipastikan saksi parpol sangat

sulit menjangkaunya, kecuali beberapa parpol tertentu

seperti Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kedua, tidak sedikit parpol yang mempersiapkan

saksinya dengan terlebih dahulu memberikan mandat

kepada saksi tersebut (Pasal 96 ayat 6 UU No. 12 Tahun

2003). Sejumlah saksi yang diajukan ke sidang per-

selisihan hasil pemilu adalah pengurus partai di wilayah

terjadi sengketa hasil pemilu. Misalnya, Ketua Cabang

Partai diajukan untuk menguatkan tuduhan pelanggaran

penghitungan suara di wilayah kecamatan tertentu.

Seharusnya, partai mengajukan saksi partai ataupun

anggota masyarakat yang memilih di wilayah sengketa

Sengketa Hasil Pemilu di MK
Oleh Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indoneisa

dan Asisten Hakim Konstitusi

OOOOO p i n i
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Titik kelemahan lainnya adalah kualitas bukti

tertulis yang diajukan ke muka sidang. Pengajuan bukti-

bukti tersebut seolah mengabaikan ketentuan tentang

alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 24

Tahun 2003. Bahkan, ada permohonan yang mengan-

dalkan kliping koran sebagai acuan pembuktian per-

olehan kursi ataupun suara untuk parpol yang bersang-

kutan. Lebih ironis lagi, proses pembuktian seharusnya

didorong oleh KPU untuk mendapatkan bukti material

sesungguhnya. Tetapi, yang terjadi KPU justru kadang

seolah-olah menyembunyikan bukti yang dibutuhkan

sekedar untuk tidak kalah dalam persidangan. KPU

seharusnya bersikap berani melakukan autokritik

tehadap pelaksanaan pemilu dengan jalan menyam-

paikan bukti-bukti sesungguhnya sekalipun mengun-

tungkan pihak pemohon.

Hukum Acara
Pengaturan proses beracara dalam sengketa pemilu

telah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan

pemohon untuk melakukan pembuktian terhadap

permohonannya di muka sidang (Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 04/PMK/2004). Kemudahan terbesar

adalah pemberian fasilitas teleconference. Fasilitas ter-

sebut ternyata terbukti sangat bermanfaat untuk peme-

riksaan perkara dengan pihak yang ingin didengar kesak-

siannya yang berada di daerah jauh dari ibukota propinsi.

Hukum Acara juga mengatur pendaftaran permo-

honan sengketa hanya dapat dilakukan dalam waktu 3

x 24 jam. Hal ini disebabkan sebagai upaya untuk mem-

berikan kepastian hukum tidak saja kepada pihak

pemohon namun terhadap kepastian hukum bagi pro-

ses Pemilu itu sendiri. Demi keadilan, para pihak juga

diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan

permohonan dalam waktu 1 x 24 jam sejak proses pen-

daftarannya.

Hal terpenting lainnya yang harus dijadikan bahan

perbaikan di masa datang adalah perbaikan proses

pemeriksaan alat bukti. Alat bukti seharusnya diperiksa

di tingkat panitera untuk bukti-bukti yang tergolong bukti

dasar, seperti status hukum pemohon. Bukti seperti itu

tidak perlu diperiksa di muka sidang. Pemeriksaan alat

bukti di muka sidang hanya untuk bukti yang dapat

memutuskan apakah kuat atau lemah pembuktian

permohonan tersebut.

Proses pembuktian juga dapat menjadi ukuran

sejak awal apakah permohonan dapat dikabulkan atau

ditolak. Proses pembuktian juga menjadi isu sentral,

karena itu bahan-bahan pembuktian harus valid dan asli,

tidak boleh bukti yang dilegalisir. Kenyataan itulah yang

ditemukan dalam proses pembuktian selama ini.

Ironisnya, pengiriman tim pencari fakta pun gagal

mendapatkan bukti pendukung yang sah bagi permo-

honan sebagaimana terjadi di Kecamatan Tuntungan,

Medan Kota, Sumatra Utara. Kantor PPK Tuntungan tutup

sejak pengumuman hasil pemilu tanggal 5 Mei 2004.

Sebagai penutup, kiranya MKRI harus melakukan

telaah ulang secara kritis terhadap tidak saja proses

persidangan perkara sengketa pemilu, tetapi juga sosia-

lisasi proses sengketa pemilu harus dilakukan kembali

demi tercapainya mutu demokratisasi yang optimal di

negara ini.

(Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam diskusi

Sengketa Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman, Purwokerto, 5 Juni 2004)

tersebut.

Kesaksian di hadapan sidang penyelesaian seng-

keta pemilu merupakan kunci penting pengungkapan

kecurangan pemilu. Karena itu, saksi harus memenuhi

kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesaksian tersebut sangat bermakna, karena hasil ke-

saksian akan diujisilang (cross check) dengan bukti-bukti

tertulis yang diajukan para pihak.
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Dr. Harjono, SH, MCL adalah salah satu

hakim konstitusi yang dinominasikan oleh

Presiden Megawati Soekarnoputri. Meski tergo-

long belum tua, namun uban telah memenuhi

rambutnya. Dalam filosofi Jawa, uban

adalah pertanda kebijaksanaan dan

gemar berfikir mencari jalan keluar dari

setiap permasalahan. Bagi pria yang

menyukai berkebun untuk melepas

kepenatan ini sepertinya filosofi

orang Jawa mengenai uban

memang melekat erat dalam

pribadinya.

Bagi mantan anggota

MPR ini, berfikir mencari

jalan keluar bagi perma-

salahan bangsa dan

membela kepentingan

rakyat merupakan pi-

lihan jalan hidupnya. Di

sela-sela kesibukannya, Pak Harjono menerima redak-

si BMK Munafrizal, Bisariyadi, dan Zainal A.M. Husein

untuk berdiskusi seputar MK di ruang kerjanya. Berikut

petikannya yang ditranskrip oleh  Bisariyadi.

Kita ingin menggali lebih jauh mengenai hukum acara MK

karena banyak orang beranggapan bahwa hukum acara MK

itu masih kurang tersosialisasi, kelihatannya masih kurang

jelas dan mungkin ada batasan-batasan yang terlalu mengikat

yang membuat orang sulit untuk berimprovisasi. Bagaimana

pendapat Bapak tentang hal ini?

Jadi begini, tentang hukum acara itu memang harus

disesuaikan dengan kewenangan-kewenangan apa yang

dimiliki MK. UU MK (UU Nomor 24 Tahun 2003) memang

memberi batasan-batasan mengenai hukum acara yang

sangat umum, yang sangat general sekali meskipun

sudah dibidang-bidangkan, sudah dipilah-pilah. Bagai-

mana beracara pada saat menguji UU, pada saat menye-

lesaikan sengketa pemilu, pada saat nanti terlibat pada

proses impeachment atau pada saat pembubaran partai

politik, belum lagi juga nanti persoalan yang berhubung-

Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL:

“MK Jadikan Konflik Politik
Menjadi Konflik Hukum”

an dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Kewenangan-kewenangan itu mempunyai karakteristik-

nya sendiri-sendiri.

Sebetulnya hal pokok-pokok telah diatur dalam UU,

tetapi untuk detail kita memang perlu penajaman.

Usaha itu sudah dilakukan dengan mengeluarkan PMK

(Peraturan Mahkamah Konstitusi) tentang sengketa

pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam proses

pelaksanaannya mungkin dirasakan ada kekurangan,

baik itu oleh hakimnya sendiri maupun oleh  pemohon.

Tapi saya kira kekurang-kekurangan itu patut dicatat

yang akan menjadi masukan dan tambahan dalam PMK.

Ada satu hal juga, bahwa seringkali kekurangan-

kekurangan itu kembali kepada persepsi, mungkin

pemohon atau pengacara pemohon, dalam melihat

bagaimana berproses di MK. Mereka masih menya-

makannya dengan proses-proses di peradilan pidana

atau di peradilan perdata.

Jadi memang kekurangan itu bukan sekedar kekurangan pada

aturan-aturan yang kurang lengkap, tapi ada juga pada
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kasus yang berkaitan dengan pemilu, nanti pada saat

pengujian UU lain lagi. Kita memang harus berperan

multi, multi-role, dalam proses peradilan ini. Dalam kasus

pemilu berbeda dengan kasus pengujian UU.

Pada kasus pengujian UU kita lihat saja pada saat

DPR dan pemerintah datang (ke sidang MK). DPR dan

pemerintah sebetulnya memiliki kepentingan membe-

rikan keterangan yang berkaitan dengan UU itu. Tapi

pada saat mereka datang, mereka juga melakukan

defend dengan menanyakan soal legal standing ,

menanyakan soal kepentingan hukum dari pemohon.

Itu (sebenarnya) sudah menjadi bagian dari (wewenang)

hakim. Seharusnya DPR dan pemerintah hanya

menyatakan bahwa pembentukan UU tersebut adalah

begini, kalau toh dia tidak tahu malah katakan saja tidak

tahu. Akan tetapi yang dikirim DPR ke sini kadang bukan

orang yang pas untuk memberikan keterangan, terpaksa

dia mengada-ada dengan misalkan mengutik-utik

persoalan legal standing, persoalan yang yang mestinya

bukan ke situ. Masalah legal standing nanti sudah

biarkan saja kepada hakim untuk menilai.

Pada kasus yang demikian kemudian menjadi

berhadapan antara pemohon dan termohon. Karena

posisinya sebagai termohon, whatever yang dia lakukan,

dia mempertahankan dalihnya bahwa ia benar. Padahal

kebenaran bukan ada di dia, dia hanya diminta kete-

rangan kenapa dulu membuat UU seperti ini dan kenapa

mengenai KPU.  Pada persoalan persidangan perselisih-

an hasil pemilu, defend utama yang digunakan lembaga

penyelenggara pemilu itu adalah berbicara tentang legal

standing, yang itu semua sudah masuk dalam penilaian

hakim, lalu bicara tentang hal-hal lain. Kalau perkara

mengenai sengketa hasil pemilu, yang lebih utama yang

dilakukan KPU adalah membuka saja data-datanya. Tapi

karena perkara ini diserahkan kepada pengacara, maka

yang ada dalam mindset  para pengacara itu adalah

bahwa dia beracara sebagaimana beracara di perkara

perdata, terkadang yang ditonjolkan adalah hal yang

tidak substansial.

Kalau kita ingin mencari kebenaran dalam hal

perselisihan pemilu, maka kebenaran itu adalah angka

yang dibuat KPU berapa, kemudian dibandingkan

dengan angka yang diajukan oleh pemohon berapa.

Akan tetapi defend yang dibuat pengacara seringkali

menunda pembukaan dokumen-dokumen yang

sesungguhnya yang kita butuhkan.

Oleh karena itu pernah saya katakan, oke-lah KPU

kalau anda menyerahkan semua dokumennya secara

lengkap, tanpa kehadiran KPU-pun kita bisa memeriksa

kalau data-data itu lengkap. Namun pengacaranya yang

datang pada saat pemilu legislatif, datang dengan modal

bagaimana pengacara datang di pengadilan-pengadilan

biasa dan tidak mem-back-up-nya dengan data-data. Ini

mindset yang semestinya harus berbeda. Ini pada satu

Dr. Harjono, S.H., MCL.
Lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 31 Maret 1948. Meraih gelar sarjana

hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1977). Gelar Master of
Comparative Law (MCL) diperolehnya dari Southtern Methodist University,
Dallas, Amerika Serikat (1981). Doktor Ilmu Hukum diraihnya dari Univer-
sitas Airlangga, Surabaya. Ia mengajar di sejumlah universitas di tanah air.
Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan,
Madura. Posisi terakhir adalah anggota MPR RI Utusan Daerah Jawa Timur
sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usul Presiden RI.

interpretasi atau ada kekurangan dari pemohon

atau pengacara pemohon?

Ada dua hal sebenarnya sumbernya.

Adalah mungkin karena ada kekurang-

lengkapan dari peraturan yang bersang-

kutan. Tapi lebih daripada itu, kalaupun ada

peraturan yang kurang lengkap, beracara ini

tidak hanya melaksanakan bunyi dari aturan

tersebut melainkan juga melakukan suatu

aktivitas, melaksanakan suatu penyeleng-

garaan persidangan.

Dalam soal ini seringkali persepsi atau

mindset para pemohon, para pengacara itu,

masih pada mindset beracara di peradilan

biasa. Satu contoh yang terlihat adalah

Seharusnya DPR dan pemerintah hanya
menyatakan bahwa pembentukan UU tersebut
adalah begini, kalau toh  dia tidak tahu
katakan saja tidak tahu. Akan tetapi yang
dikirim DPR ke sini kadang bukan orang yang
pas untuk memberikan keterangan, terpaksa
dia mengada-ada dengan misalkan mengutik-
utik persoalan legal standing, persoalan yang
yang mestinya bukan ke situ.
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tidak dipilih (rumusan yang ) lain.

Tentang legal standing tadi, dalam beberapa putusan yang

dibuat oleh MK ada penilaian terjadi ketidakkonsistenan pada

majelis hakim MK dalam menafsirkan mengenai legal standing

pemohon. Apakah tidak ada standar baku yang dijadikan

rujukan bagi majelis hakim konstitusi dalam masalah legal

standing sehingga tidak terpusat pada penafsiran personal

hakim?

Memang di situ, justru pada saat itulah hakim sudah

mulai harus menafsirkan. Memang hakim diberi

kewenangan, karena hal ini berkaitan dengan hak atau

kepentingan pemohon. Legal standing itu menyangkut

antara lain, pertama, pada capacity, kapasitas orangnya

atau pemohon; kedua, adanya kepentingan, dan pada

saat kita berbicara pada kepentingan itu kemudian

memang ada beda penafsiran.

Cuma masalahnya adalah, penafsiran mengenai

legal standing ini seha-

rusnya juga mendapat-

kan porsi yang khusus

untuk dibahas di ka-

langan ahli hukum ja-

ngan hanya hakim saja.

Anda mengatakan da-

lam hal tertentu penda-

pat hakim adalah “X”

mengenai legal stand-

ing, apakah dalam hal

lain dia juga konsisten.

Ini yang menjadi ma-

sukan.

Oleh karena itu,

menurut saya, di dalam

proses ini perlu ada suatu lembaga yang membuat digest

atau kritik terhadap putusan-putusan MK. Di media

masa sudah muncul, katakan saja yang dibuat oleh

Jeffrey Winters, kemudian juga komentar-komentar

pada saat kita sudah memutuskan UU Anti Terorisme,

banyak artikel di media massa, salah satunya ditulis

oleh Thamrin Amal Tamagola. Hal ini juga merupakan

pendapat, yang sebetulnya kita tidak boleh menutup

mata bahwa kita juga harus mengkritik diri sendiri,

apakah hakim juga konsisten dalam penyikapan-

penyikapan terhadap penafsiran. Memang, hakim yang

menafsirkan karena kalau tidak ditafsirkan, tidak bisa

jalan.

Apakah perlu suatu penafsiran yang baku? Niscaya

kalau proses penafsiran dibakukan akan menjadi hal

yang rigid. Kalau rigid berarti tidak akan membuka

tantangan-tantangan ke depan. Malah kalau terlalu rigid

justru akan menjadi lebih rigid daripada UU-nya sendiri,

malah menjadi teknis. Padahal, ada suatu hal yang mesti

dibuka ke depan pintu itu kalau memang diperlukan

fungsinya untuk memutus. Ini yang saya katakan bahwa

tidak selalu hakim harus satu pendapat.

Bila dilihat dari konteks hak konstitusional pemohon,

sebetulnya tafsirnya adalah ada atau tidaknya pelanggaran

atau kerugian dari pemohon, jadi belum masuk substansi.

Kalau belum masuk substansi perkara, di sini penafsir

konstitusi akan menjadi bias atau memang sebetulnya belum

menyentuh persoalan konstitusional sendiri secara normatif?

Kalau para hakim berpendapat tidak ada kepen-

tingan dan kemudian mereka mencoba berlindung di

situ, bisa saja. Tapi tidak selamanya seluruh sembilan

hakim mengatakan dalam satu kasus bahwa pemohon

tidak memiliki legal standing. Pada kasus-kasus ter-

tentu dapat terjadi hakim yang mengatakan pemohon

tidak memiliki legal standing adalah minoritas. Mayori-

tas mengatakan memiliki legal standing. Oleh karena

itu, hal ini yang menarik untuk dipelajari, menarik un-

tuk dikritisi dan menarik untuk menjadi bidang studi.

Itu yang harus dilaku-

kan.

Apakah bisa juga dilihat

adanya kesulitan itu ada-

lah karena MK merupa-

kan produk dari Senayan,

dari MPR. Legal standing

itu merupakan suatu upa-

ya untuk membatasi supa-

ya MK tidak bergerak

lebih leluasa untuk men-

jalankan kewenangan-

nya?

Self restriction me-

nurut saya harus dila-

kukan oleh MK, tidak harus tergantung pada ada atau

tidak adanya keinginan politik, tidak. Self restriction itu

harus diadakan karena di MK tidak ada yang mengontrol.

Self restriction-nya salah satunya adalah dengan

menetapkan kriteria legal standing. Kalau tidak, maka

apa pun perkara bisa masuk di sini. Ini yang kemudian

menjadikan MK menjadi benar-benar sebuah super-

body. Karena itu diperlukan self restriction, kalau tidak

lembaga lain tidak akan dipercaya dan semua perkara

akan masuk di sini.

Apa saja bentuk-bentuk self restriction itu?

Salah satunya menurut saya adalah mengenai legal

standing tadi. Kedua, MK tidak memberikan fatwa.

Menurut saya, tidak memberikan fatwa adalah salah

satu bentuk self restriction juga. Tidak ada ketentuan

yang mengatakan MK itu boleh atau tidak boleh

memberikan fatwa. Tidak ada yang melarangnya. Kalau

itu dilakukan, maka sistem mekanisme kelembagaan

negara akan terganggu oleh MK. Katakan saja ada satu

RUU yang dimintakan fatwa, itu akan membuat kacau

Self restriction itu harus diadakan karena
di MK tidak ada yang mengontrol. Self
restriction-nya salah satunya adalah de-
ngan menetapkan kriteria legal standing.
Kalau tidak, maka apa pun perkara bisa
masuk di sini. Ini yang kemudian menja-
dikan MK menjadi benar-benar sebuah
superbody, dan lembaga lain tidak akan
dipercaya.
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kesisteman.

Ada kekurangpuasan dari pemohon yang hanya diberikan

waktu 3 hari untuk menyerahkan permohonan, karena dalam

waktu ini tidak mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti?

Saya bisa memahami itu, tapi persoalannya harus

dikombinasikan dengan kepastian. Tentang pemilu

harus ada kepastiannya karena semua menyangkut

jadwal. Kita bisa saja memeriksa semua menyangkut

persoalan-persoalan pemilu sampai berlarut-larut. Tapi

persoalannya adalah jadwal ketatanegaraan kita peak-

nya adalah nanti pada tanggal 20 Oktober. Tanggal 20

Oktober adalah peristiwa pengucapan sumpah/janji

atau pelantikan Presiden. Untuk mengawali peristiwa

20 Oktober ini ada peristiwa-peristiwa lain yang harus

dipersiapkan sebelumnya. Karena menurut UUD 1945,

Presiden itu dilantik oleh MPR. MPR tugasnya adalah

melantik presiden. Berarti MPR-nya harus ada terlebih

dahulu. Kalau pemilihan anggota MPR ini kemudian tidak

terjadi atau terganggu, berarti akan terganggu semua

jadwal-jadwal ketatanegaraan. Hal ini harus menjadi

pertimbangan.

Kalau di Amerika waktu-waktu tersebut sudah

diatur dalam konstitusi kapan presiden itu ada. Kita di

Indonesia tidak punya itu. Jadi tatanan kita masih

tergantung pada tanggal berapa Presiden Gus Dur

dilantik, yaitu 20 Oktober. Karena masa jabatan

presiden adalah lima tahun, maka 20 Oktober lima tahun

kemudian ada pelantikan presiden. Kalaupun kemudian

ada pemilihan presiden secara langsung, maka tetap

tanggal 20 Oktober harus sudah ada presiden definitif

yang dilantik.

Berarti ketentuan pembatasan waktu itu sangat berkaitan

dengan agenda ketatanegaraan?

Sangat berkaitan. Kalau nanti mau men-set-up lagi,

ya perlu waktu, disesuaikan lagi dengan agenda ketata-

negaraan. Mungkin tanggal pemilihannya diundur lagi,

meskipun pengesahan keanggotaannya dekat-dekat

tanggal 20 Oktober. Bisa-bisa saja.

Kelihatannya ada kekuranglengkapan dari hukum acara itu

sendiri, adanya mindset dari pengacara yang konvensional,

dan mungkin terkait dengan agenda ketatanegaraan. Dalam

perspektif Bapak, kira-kira bagaimana memetakan semua

ini dan bagaimana MK bisa mengakomodir kepentingan dan

keinginan dari berbagai pihak?

Banyak hal ya. Ini menyangkut persepsi-persepsi

dari pencari keadilan sendiri yang memang berkaitan

dengan masalah sosialisasi, keep aware bahwa ini bukan

peradilan biasa. Ini masih dalam proses. Tapi hal ini

harus terus dilakukan. Selain itu kita juga harus

lagi, semua RUU akan dimintakan fatwa.

Ketiga, MK tidak masuk domain yang

menjadi policy pembuat UU yang me-

nyangkut masalah instrumental/cara.

Misalnya Putusan MK dalam perkara

pengujian UU tentang lembaga KPK. Itu

adalah contoh self-restriction, MK tidak

masuk ke wilayah yang menjadi kewe-

nangan Pemerintah dan DPR. Jadi, self

restriction memang perlu. Apalagi bagi

sebuah lembaga yang tidak diberikan

restrict dan tidak tercerminkan bentuk

restrict-nya apa, dan kemudian diberikan

hak penafsiran kepada lembaga itu

sendiri, maka harus ada keinginan untuk

membatasi diri dari lembaga itu sendiri.

Kalau tidak nanti MK-nya besar, lembaga

lain menjadi di-overlap kewenangannya

dan hal ini mengarah ke superbody. Dan

hal ini memang tidak dikehendaki secara

Hakim Konstitusi Harjono (kanan) saat memeriksa perkara sengketa hasil
pemilu anggota DPD.

Saya bisa memahami kalau ada pemohon yang tidak puas. Kita bisa saja
memeriksa semua menyangkut persoalan-persoalan pemilu sampai berlarut-
larut. Tapi persoalannya adalah jadwal ketatanegaraan kita peak-nya adalah
tanggal 20 Oktober.



Berita Mahkamah Konstitusi  No. 06, September 200442

Perspektif

menyiapkan juga peraturan-peraturan supaya menutup

kekurangan-kekurangan yang ada.

Menutup kekurangan-kekurangan ini maksudnya dengan

mengamandemen PMK?

Iya, kalau memang perlu diamandemen ya diaman-

demen. Tidak ada masalah menurut saya. Karena sela-

ma ini kita telah memperoleh pengalaman-pengalaman.

Sebelum ini PMK kita susun berdasarkan asumsi-

asumsi, setelah berasumsi ternyata di tengah perjalanan

atau dalam prakteknya terdapat persoalan-persoalan

yang mungkin kurang (diantisipasi). Sehingga tidak ada

salahnya kalau kita mengamandemen PMK.

Beracara di MK itu berarti pemohon dan DPR atau pemerintah

memberikan data sebanyak-banyaknya kepada hakim?

Iya, mereka seharusnya tidak saling menyalahkan

bukti-bukti yang diajukan. Artinya bukti-bukti tersebut

purnakan PMK-nya. Tapi lebih daripada itu saya berharap

bahwa masyarakat hukum di luar MK itu membuat digest,

membuat kritikan-kritikan terhadap putusan-putusan

kita dan itu berkesinambungan, jangan pilih-pilih, dia

suka dengan putusan kali ini maka dia menulis lalu

berhenti. Nanti lain waktu kalau ada putusan yang dia

suka, dia menulis lagi.

Mekanisme kritik itu perlu diatur oleh MK?

Tidak, tidak terikat. Berdiri sendiri. Bebas saja.

Taruh-lah saat ini DPR membuat UU. Kalau DPR

membuat UU, seharusnya dia melihat apa yang menjadi

reasoning MK sehingga suatu UU kemudian dibatalkan,

agar mereka jangan sampai mengulang lagi. Tapi jangan-

jangan nanti DPR tidak memperhatikan hal ini. Apalagi

nanti keanggotaannya baru sehingga merasa bukan

produk mereka yang di-review, tapi produk warisan DPR

yang dulu.

diadu. Tidak! Kecuali

dalam persoalan per-

selisihan pemilu kare-

na itu harus men-cross-

check bukti-bukti yang

diajukan oleh pemo-

hon dan data-data yang

dimiliki KPU. Tapi un-

tuk yang lain, tidak,

misalnya untuk peng-

ujian UU itu tidak. Me-

reka memberikan in-

put kepada hakim tapi

Terkait dengan itu, ja-

ngan-jangan aktor politik

di DPR justru menjadi ce-

mas dengan adanya kebe-

radaan MK?

Syukur kalau mere-

ka cemas, berarti me-

reka memperhatikan

apa yang seharusnya

mereka perhatikan. Ka-

lau mereka cemas ber-

arti mereka akan lebih

berhati-hati dalam membuat UU.

Bagiamana kalau kecemasan mereka itu dalam bentuk yang

lebih ekstrem, yaitu adanya keinginan untuk mereduksi

kewenangan MK?

Secara politik ya. Saya kira nanti mereka akan

berhadapan dengan dua front. Ada mekanisme di DPR

jika sampai pada perubahan. Kalau ada kehendak

perubahan, mereka akan berhadapan dengan front yang

mempertahankan.

Jadi ada suatu ungkapan yang saya sebut even

democracy atau kedaulatan pun harus dijaga dan

dilaksanakan dengan hukum. Oleh karena itu saya selalu

katakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan

dilaksanakan oleh UUD. Itu jelas sekali, jelas sekali

bahwa yang berdaulat adalah rakyat. Kalau melaksana-

kan kedaulatannya harus sesuai dengan UUD. Di dalam

UUD ada hak asasi manusianya, jadi kalau toh ada ke-

inginan-keinginan itu mereka pun paling tidak harus

berhadapan dengan mereka yang sadar yang ada di DPR

bahwa hal ini tidak benar. Mereka yang sadar itu adalah

terutama mereka yang minoritas.

Tapi ini juga dijaga oleh perasaan keadilan hukum

masyarakat. Kalau sekarang masyarakat sudah tahu

mereka tidak dalam posisi untuk mempertahankan

bukti itu. Jadi berbeda.

Apakah ada pemikiran ke depan bahwa beracara di MK harus

mendapat lisensi khusus sebagai pengacara konstitusi?

Sementara ini kita belum memikirkannya. Tapi

menurut saya, kita harus lebih mengatur untuk menjaga

kewibawaan. Barangkali dalam setiap setting persi-

dangan mungkin kita atur supaya lebih tertib. Termasuk

mungkin kalau mereka menggunakan toga, kalau

mereka tidak membawa toga ya kita siapkan agar dia

pakai. Kita buat barangkali lima atau berapa set agar

mereka bisa meminjam. Masalah menjaga atau pera-

watannya tidak harus dibebankan kepada mereka. Kalau

itu memang beban kita ya bisa saja kita pinjamkan.

Pemikiran lain mengenai masalah persepsi yang masih ada di

masyarakat mengenai beracara di MK?

Itu yang masih dalam sosialisasi. Memang secara

tidak langsung dalam persidangan juga kita mensosia-

lisasikannya. Kemudian para pengacara sedikit demi

sedikit juga mulai paham. Kita juga memiliki catatan-

catatan kekurangan dalam persidangan yang menjadi

catatan kecil yang bisa kita kumpulkan untuk kita sem-

Kalau DPR membuat UU, seharusnya dia meli-
hat apa yang menjadi reasoning MK sehingga
suatu UU kemudian dibatalkan, agar mereka
jangan sampai mengulang lagi. Tapi jangan-
jangan nanti DPR tidak memperhatikan hal ini.
Apalagi nanti keanggotaannya baru sehingga
merasa bukan produk mereka yang di-review,
tapi produk warisan DPR yang dulu.
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bahwa ada suatu ketentuan yang merugikan dan ternyata

dalam mekanisme lain tidak bisa ditinjau kemudian MK

bisa meninjau, saya kira hal ini sudah memberikan

sesuatu kepada masyarakat bahwa mengubah kewe-

nangan MK tidak akan menjadi mudah.

Preseden itu sudah pernah terjadi pada lembaga KPKPN,

yang karena beberapa pihak merasa terancam oleh gebraka-

nnya kemudian menggabungkan KPKPN ke dalam KPK?

Iya. Tapi MK landasannya ada di UUD. Tetapi kalau

persoalannya di DPR, apakah kemudian UU yang

dibatalkan merugikan DPR secara perseorangan, kan

tidak. Bagi anggota DPR mungkin dia rugi di DPR, tapi

secara individu mungkin juga dia diuntungkan. Katakan

saja, ketika dia sebagai anggota DPR kemudian mem-

buat UU Penyiaran. Ada bagian dalam UU Penyiaran yang

di-review. Mungkin sebagai anggota DPR ia mengatakan

produk saya di-review, tapi sebagai seorang individu dia

ajukan diri sebagai partai politik syarat untuk tidak

menggunakan asas itu sudah ada. Jadi kita pilih yang

urgen dulu, tapi kebutuhannya untuk membuat hukum

acara tersebut memang ada.

Ada usulan mengenai peninjauan kembali terhadap putusan

MK, padahal putusan MK bersifat final dan mengikat. Kalau

ditemukan hal-hal baru yang membuktikan putusan itu salah,

bagaimana?

Mekanismenya memang belum ada. Tapi saya

melihat ada suatu kebutuhan untuk itu. Katakan saja

kita sedang memeriksa kasus sengketa pemilihan

umum, sangat terbatas pada alat buktinya. Tapi

kemudian pada saat kita memutus mengenai alat bukti

ada alat bukti lain yang ternyata tidak disertakan. Kalau

saya melihat di sini harusnya ada andil KPU. Kenapa

KPU tidak memfasilitasi hal-hal yang berkembang di

sana untuk masuk sebagai pembuktian.

Kasus PKB di Ke-

diri misalnya, KPUD

Kediri tidak diundang.

Kita kan berhadapan

dengan KPU Pusat. Ke-

hadiran KPUD Kediri

menjadi tanggung ja-

wab KPU Pusat. Seperti

saya katakan tadi, bah-

wa fokusnya adalah

fokus pengacara. Jadi

seolah-olah “sudahlah,

serahkan saja pada pe-

ngacara”. Padahal yang

kita perlukan adalah

data-data itu. Jadi kalau

nanti akan menikmati

apa yang sudah di-re-

view itu pada saat, ka-

takan saja, mengenai

hak jawab atau hak

gugat.

Jadi jangan meli-

hat bahwa produk yang

dihasilkan MK ini adalah

produk yang merugi-

kan DPR, lalu merugi-

kan DPR itu berarti me-

rugikan seluruh rakyat.

Presiden juga merugi

karena produknya di-

review kemudian rak-
ada kesalahan mengenai PKB Kediri yang tidak sesuai

dengan bukti-bukti baru padahal bukti-bukti itu ada,

kalau kita menuntut pembuktian pada saat digugat, itu

bisa dilakukan. Tapi kemudian pada saat setelah

dibacakan putusan, hal ini sudah tidak dapat dilakukan.

Salahnya adalah kenapa itu tidak masuk dalam proses

pembuktian. Ya saya kira KPU-lah yang mestinya men-

supply semua bukti, termasuk ada keluhan KPUD Kediri

tidak hadir yang itu mestinya (menjadi) tanggungjawab

KPU Pusat.

Apakah ini berarti pembagian peran itu tidak disadari dengan

baik?

Oleh karena prosesnya masih seperti proses pada

peradilan perdata, yakni kalau kuasa hukum sudah

ditunjuk berarti sudah serahkan semuanya pada

pengacara untuk maju ke pengadilan dan berikan

modal-modal untuk menjadi bahan mempertahankan

diri. Padahal bukan itu intinya. Kuasa hukum tetap ada,

tapi intinya adalah membuka data-data itu seluruhnya

biar kita bisa memberi putusan. Tapi seolah-olah karena

yat menjadi rugi. Nyatanya yang terjadi adalah bahwa

justru produk DPR dan presiden yang dinyatakan tidak

sah itu diusulkan oleh rakyat sebagai pemohon, di situ

itu fungsinya MK. Jadi jangan sampai ada hak-hak yang

menjadi terkalahkan oleh proses majority di DPR.

Kembali ke hukum acara kita yang baru memfokuskan pada

pengujian UU dan perselisihan pemilu, bagaimana dengan

kewenangan-kewenangan yang lain?

Ini sedang disiapkan, sengketa kewenangan juga

sedang disiapkan. Tapi yang paling banyak kasusnya

adalah pengujian UU dan perselisihan pemilu. Kata-

kanlah impeachment barangkali, kita masih berandai-

andai, if and if. Kita belum tahu apakah akan terjadi

dalam waktu dekat. Sengketa kewenangan kita juga

belum tahu sebetulnya apakah akan ada pihak yang akan

mengajukan permohonan. Belum lagi mengenai

pembubaran partai politik. Kalau pembubaran partai

politik juga hanya satu alasannya, kalau dia menganut

asas komunisme. Barangkali itu sangat jauh, karena

sebelum partai politik menganut asas itu, dalam meng-

Jangan melihat bahwa produk yang dihasilkan
MK ini adalah produk yang merugikan DPR,
lalu berarti merugikan seluruh rakyat. Pre-
siden juga merugi karena produknya di-review
kemudian rakyat menjadi rugi. Nyatanya yang
terjadi adalah bahwa justru produk DPR dan
presiden yang dinyatakan tidak sah itu di-
usulkan oleh rakyat sebagai pemohon, di situ
itu fungsinya MK.  Jadi jangan sampai ada hak-
hak yang terkalahkan oleh proses majority di

DPR.
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kuasa hukum yang di beri tanggungjawab, maka yang

menjadi perhatian pengacara adalah semuanya sudah

beres karena kita sudah bisa memberikan jawaban

begini-begini. Padahal bukan jawaban itu yang penting,

yang penting adalah bagaimana supaya semua data bisa

sampai ke majelis hakim. Ada kalanya putusan yang

tidak intentionally/tidak kita maksudkan, tapi karena

terbatasnya alat bukti menjadi sebuah putusan yang

berbeda dengan keadaan yang ada di lapangan.

Kalau toh kemudian hal ini ada suatu mekanisme-

nya, mungkin itu menjadi ketentuan dari perubahan

tentang UU sengketa pemilu. Mungkin bisa dicantumkan

dalam UU MK atau mungkin lebih tepat hal-hal yang

khusus itu dicantumkan dalam UU Pemilu. Dalam UU

tersebut bisa diatur ketentuan adanya kewajiban-kewa-

jiban KPU ketika berproses di MK. Di UU Pemilu hanya

dikatakan sengketa tentang perolehan hasil pemilu

ditentukan oleh MK. Tidak ada yang lainnya, hanya ada

satu pasal itu saja.

Lalu bagaimana sebenar-

nya posisi kuasa hukum

di persidangan MK itu,

apakah dia menjadi tidak

terlalu penting?

Yang dipenting-

kan adalah kebenar-

annya. Jadi beracara di

MK bukan proses da-

lam arti proses seba-

gaimana mendapatkan

kebenaran dalam hu-

kum perdata. Penting

sih penting, dalam arti

bagaimana menjaga

proses peradilan itu berjalan, tapi juga harus dilihat

tujuannya apa dulu. Karena kalau toh KPU dikalahkan

atau permohonan itu diterima, kemudian jangan

disamakan bahwa KPU itu kalah, tidak. Itu adalah sebuah

koreksi dari sesuatu yang salah menjadi benar. Atau

juga ketika KPU dimenangkan atau permohonan itu

ditolak atau tidak dapat diterima, hal ini bukan juga

persoalan menang. Kita ingin mencari proses yang

benar karena ini berkaitan dengan hak-hak rakyat. Jadi

posisi antara mereka sebagai orang yang disalahkan atau

orang-orang yang kalah itu mestinya tidak melekat tapi

yang diutamakan adalah kebenaran. Dan pengacaranya

jangan menutup-nutupi itu, tapi harus membuka

persoalan-persoalan yang ada.

Ada usulan yang berkembang di masyarakat mengenai penin-

jauan terhadap putusan-putusan MK seharusnya diatur dalam

UU ketika melakukan eksaminasi. Permasalahannya kalau

diyuridiskan berarti akan memiliki semacam kekuatan hukum?

Persoalannya adalah bagaimana putusan-putusan

itu benar mendekati kebenaran. Katakan saja, dengan

memperpanjang proses, itu bisa tereliminasi. Kemudian

juga dengan membebankan kewajiban-kewajiban

kepada KPU untuk membuka data-data yang dimilikinya.

Sekarang, di mana ketentuan dalam UU yang mewa-

jibkan KPU untuk melakukan hal itu, kan tidak ada.

Pembebanan apa saja yang harus dilakukan KPU bila

ada gugatan itu, juga tidak ada. Kita tidak harus melanjut

dulu pada persoalan Peninjauan Kembali (PK) atau apa

pun istilahnya, apakah kemudian ada PK atau tidak.

Bila (putusan MK) dibuka lagi, maka ketentuan

mengenai final dan binding itu menjadi tidak tegas.

Kenapa pada kasus ini dibuka, kenapa pada kasus lain

tidak. Kenapa pada kewenangan mengenai perselisihan

pemilu boleh, mengapa pada kasus pengujian UU tidak.

Jadi, menurut saya secara mekanisme saja yaitu

kewajiban-kewajiban apa yang harus dibebankan

kepada KPU bila ada permohonan.

Jadi eksaminasi yang dilakukan itu harus dibiarkan tidak

mengikat?

Kalau eksaminasi

itu mengenai fakta, mi-

salkan dia dapat sepu-

luh (suara), kok MK me-

ngatakan dia dapat

sembilan  (suara), ber-

arti itu ada persoalan.

Oleh karena itu, untuk

menjaga hal seperti itu,

maka mekanisme tadi

dibuka lebih panjang.

KPU dibebani kewajib-

an-kewajiban jangan

sampai dia memberikan

alat bukti yang tidak lengkap, bahkan apalagi  menyem-

bunyikan. Itu dieksaminasi, silahkan.

Tapi apakah eksaminasi itu harus dilembagakan, misalnya

dengan mengubah UU MK?

Kalau saya, mengenai sengketa pemilu itu ada

kewajiban-kewajiban di UU Pemilu saja. Jadi UU Pemilu

mengatur bagaimana bila ada gugatan yang masuk ke

MK, kewajiban apa yang harus dilakukan KPU atau

mungkin mengenai batas waktu pemeriksaannya yang

diperpanjang. Tentu kalau batas waktu diperpanjang,

pelaksanaan pemilunya lebih awal supaya ada waktu

yang cukup. Itu mengenai fakta, berbeda lagi kalau

mengenai pendapat. Seperti yang saya katakan tadi,

harus ada yang melakukan suatu digest, suatu kritik ter-

hadap hal-hal yang sudah diputus.

Katakan saja Jeffry Winters yang mengatakan

sebenarnya MK itu tidak berkeberatan kalau retroaktif

itu digunakan, cuma itu hanya kepada extraordinary

crime, tapi terorisme bukanlah suatu extraordinary crime

Bila (putusan MK) dibuka lagi, maka keten-
tuan mengenai final dan binding itu menjadi
tidak tegas. Kenapa pada kasus ini dibuka,
kenapa pada kasus lain tidak. Kenapa pada
kewenangan mengenai perselisihan pemilu
boleh, mengapa pada kasus pengujian UU
tidak. Jadi, menurut saya secara mekanisme
saja yaitu kewajiban-kewajiban apa yang ha-
rus dibebankan kepada KPU bila ada permo-
honan.
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menurut MK. Itu kata Jeffry Winters. Biarkan saja

pendapat yang berkembang seperti itu menjadi wacana

bagi masyarakat. Bila eksaminasi itu kemudian

dilembagakan secara yuridis pada akhirnya MK tidak

lagi memiliki putusan yang final karena masih ada

lembaga lain yang menilai putusan MK. Penilaian putusan

MK oleh masyarakat adalah hal yang diinginkan oleh MK

sendiri, tapi tak perlu dilembagakan secara yuridis.

Apakah penilaian ini juga dimaksudkan untuk menilai

konsistensi pendapat hakim?

Iya, termasuk juga mengenai hal ini. Apakah itu

melalui dissenting opinion yang diberikannya. Pada saat

ini dia dissent, pada saat lain dia tidak dissent. Padahal

mungkin memiliki alasan yang sama, itu kan membu-

tuhkan kemampuan analisis yang harus dikembangkan.

Kembali ke masalah eksaminasi, ini sangat perlu untuk

pengembangan konstitusi kita. Orang akan menafsir-

kan, seperti ada yang

bertanya MK itu the

guardian of the contitu-

tion atau the interpreter

of the constitution.

Saya sering me-

nyampaikan bahwa ke-

dua hal itu jangan di-

bedakan. 37 pasal (da-

lam UUD 1945) itu inti-

nya, black hole-nya di

situ. Tapi itu saja kan

tidak cukup, ada grey

area di situ. Grey area

ini untuk menentukan

mana yang hitam mana

yang tidak, maka ini

menjadi kewenangan MK dengan putusannya. Itu intinya

MK membedakan yang hitam di sini, yang putih di sana.

Kalau semuanya berkumpul maka di pusatnya ini ada

titik-titik hitam yang banyak. Tapi bagaimana juga titik

hitam ini ada batasannya yang mana yang memang

bukan menjadi bagian, yang kemudian dapat ditentukan

bahwa ini bertentangan dengan konstitusi, yang itu

sesuai dengan konstitusi. Jadi pada saat masuk (mem-

bahas dan memutus) ini, MK itu interpreting constitution.

Pada saat menjadi konstitusi sebagai satu kesatuan dia

the guardian of the constitution. Konsepnya harus satu

dan tidak bisa dibedakan.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai salah satu hasil kerja

Komisi Konstitusi yang dibentuk MPR yang mengusulkan untuk

memangkas kewenangan MK?

Itu sah-sah saja, ini (MK) lembaga baru. Ada orang

yang belum aware. Tapi dalam persidangan-persidangan

itu, dari orang yang menentang sama sekali toh pada

akhirnya merekomendasikan juga untuk tetap mem-

pertahankan MK. Itu kan proses.

Tapi proses ini juga berkaitan dengan bagaimana

kita membuat putusan pada akhir-akhir ini. Adanya MK

menjadikan konflik politik menjadi konflik hukum.

Kalau katakan saja persoalan Megawati dan Wiranto tidak

terselesaikan dan kemudian dihembus-hembuskan,

akan menjadi konflik politik terus tanpa ada penyele-

saiannya. Atau taruhlah kasus di mana Gus Dur ditolak

KPU, kemudian tidak ada penyelesaian hukumnya, apa

tidak akan menjadi konflik. Jadi mengalihkan konflik

politik yang mengandalkan power, kekuasaan menjadi

penyelesaian pada hukum, itu yang diperlukan bangsa

ini agar tidak selalu kontradiksi antar kekuatan-kekuatan

pendukung. Kita semua harus belajar ini.

Bagaimana dengan proses perekrutan hakim konstitusi,

apakah setuju dengan mekanisme yang ada sekarang?

Itu dulu, kita menentukan yang terbaik dari ide

yang ada. Saya terlibat

di situ pada saat kita

dulu ingin mencan-

tumkan bagaimana

proses rekrutmen. Kita

melihat bagaimana pro-

ses rekrutmen Pak Mu-

ladi dan Pak Bagir Ma-

nan ketika mau masuk

MA, terjadi tarik ulur.

Ini kan politik dan ka-

lau dibiarkan akan ter-

jadi bargaining-bar-

gaining.

Kalau begitu, su-

dahlah berikan saja

DPR hak mengajukan

calon hakim konstitusi tiga orang, Presiden begitu juga,

dan MA juga tiga orang saja. Dengan (cara) ini antar-

lembaga tidak ada persoalan. Tetapi kalau misalnya na-

ma-nama itu diusulkan DPR, namun tidak disetujui Pre-

siden, kemudian presiden menyetujui nama lain, ini

akan menjadi persoalan. Dan juga kita melihat bahwa

model rekrutmen ini ada pada sistem di negara lain yang

mengusulkan tiga orang dari masing-masing lembaga

negara.

Bagaimana jika pemilihan hakim itu melalui lembaga semacam

Komisi Yudisial?

Komisi Yudisial khusus untuk MA, tidak untuk MK.

Yang menggotong ide Komisi Yudisial dalam proses

perubahan konstitusi itu saya pada saat menjadi anggota

PAH I BP MPR. Saya studi ke Italia di mana di negara

tersebut terdapat judicial commissions selain MK. Pada

saat Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD

1945, saya introdusir tapi belum ada tanggapan. Tapi

pada akhirnya usulan saya ini dimasukkan juga (dalam

Adanya MK menjadikan konflik politik sebagai
konflik hukum. Kalau persoalan Megawati dan
Wiranto tidak terselesaikan kemudian dihem-
bus-hembuskan, atau kasus Gus Dur ditolak
KPU, kemudian tidak ada penyelesaian hukum-
nya, apa tidak akan menjadi konflik. Jadi
mengalihkan konflik politik yang mengan-
dalkan power, menjadi penyelesaian pada
hukum, itu yang diperlukan bangsa ini agar
tidak selalu kontradiksi antar kekuatan-
kekuatan pendukung.
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Perubahan Ketiga UUD 1945). Komisi Yudisial memang

dimaksudkan untuk MA.

Apakah perlu nanti harus ada semacam komisi khusus untuk

rekrutmen hakim konstitusi?

Itu diserahkan mekanisme pemilihan pada masing-

masing lembaga. Kalau DPR memerlukan suatu meka-

nisme khusus, silahkan. Kalau MA beranggapan demi-

kian, juga silahkan, Presiden begitu juga. Tapi anyhow

bahwa untuk itu ada suatu transparansi sesuai dengan

cara masing-masing, saya kira perlu. Mungkin orang-

orang yang sering memberikan komentar-komentar

tentang MK, kemudian dikenal, dari situlah kemudian

direkrut menjadi hakim konstitusi. Jangan lantas orang

yang menjadi hakim konstitusi adalah orang yang baru

mengenal MK setelah duduk di sini, sebelumnya tidak

pernah punya perhatian. Nanti dia akan membuat suatu

persepsi yang tidak kontinyu lagi dengan yang kita

bangun. Ini suatu ketakutan bagi saya, sebuah kekha-

watiran saya.

Ini berbicara tentang satu tahun MK. Setelah satu tahun

Bapak menjadi hakim konstitusi, terhadap UU MK sendiri apa

yang perlu diperbaiki?

Tanpa harus mengubah UU itu, MK bisa membuat

ketentuan-ketentuan tentang beracara. Kalau yang lain

saya kira UU MK sudah cukuplah. Nanti saya khawatir

cari-mencari kemudian “mencari-cari”.

Mengenai evaluasi perjalanan satu tahun MK ini menurut

Bapak bagaimana?

Masyarakat sudah berharap banyak, sudah mulai

ada kepercayaan. Tapi kadang-kadang sebagaimana

lembaga-lembaga yang baru, harapan itu kadang-kadang

“terlalu”. Terlalunya di sini yang menjadi kehati-hatian

adalah bahwa tidak semua permasalahan bisa masuk

di sini. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan di

sini. Itu yang butuh proses pembelajaran, tapi itu semua

dilakukan dalam sidang-sidang yang dilakukan MK.

Memang hakim harus belajar banyak. Dia tidak bisa

mengatakan bahwa sayalah hakim yang paling tahu ma-

salah konstitusi. Semua hakim harus belajar banyak.

Dan ini belajarnya beda dengan pada saat kita belajar

UU, karena menjadi hakim konstitusi. Oleh karena itu

jangan menerapkan konstitusi dengan berlandaskan UU,

terbalik jadinya. Pemikiran ini kadang-kadang masih

mempengaruhi. Saya akan menerapkan konstitusi, tapi

pada saat menerapkan konstitusi saya sebut UU. Kalau

UU itu tidak disebut sebagai sumber hukum formil, tapi

dari substansinya oke. Justru UU itu yang dipermasalah-

kan. Oleh karena itu dalam mempelajari UU kita mesti

pelajari esensinya, yang esensinya itulah sumber hukum

materiilnya bukan sumber hukum formilnya, karena itu

adalah UU. Jadi kita semua harus masih banyak belajar.

Dalam refleksi satu tahun MK, apa yang mesti dilakukan MK?

Bila berkaitan dengan organisasinya, memang

harus banyak disesuaikan. Keorganisasian Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan harus disesuaikan dengan

misi MK. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang

justru tidak mendukung tujuan MK. Kemudian kita

harus banyak melakukan sosialisasi. Dan paling tidak

MK harus dapat mempertahankan citra yang sudah ada

bahkan sebisa mungkin meningkatkan citra tersebut.

Inna lillahi wa inna ilaihi roojiun
Keluarga MK turut

berduka cita atas meninggalnya
Bapak E. Soma Wijaya

Ayahanda Choliddin Daulah
(pegawai Setjen MK)

pada tanggal 11 Agustus 2004
dalam usia 66 Tahun

Inna lillahi wa inna ilaihi roojiun
Keluarga MK turut berduka cita

atas meninggalnya
Bapak Kol. CPM (Purn). H. Andi Chairoel

Ayahanda Deci Andiniwati, S.H.
(pegawai Setjen MK)

pada Minggu 22 Agustus 2004
jam 12.20 Wib dalam usia 76 Tahun

(Lahir: Pagatan, 7 April 1928)
Dimakamkan Senin 23 Agustus 2004
  di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Sesungguhnya semua milik Allah SWT
dan akan kembali kepada-Nya
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Misalnya, di Perancis disebut

dengan Dewan Konstitusi (Constitu-

tional Council atau Counseil Consti-

tutionnel), di Belgia disebut dengan

Arbitrase Konstitusional (Consti-

tutional Arbitrage) dan di Venezuela

disebut Constitutionnel Tribunal atau

Constitutional Tribunal.

Perbedaan penyebutan istilah MK

ini terkait dengan perbedaan bentuk-

bentuk pengorganisasian fungsi MK.

Pakar hukum tata negara Prof. Dr.

Jimly Asshiddiqie,SH membagi perbe-

daan bentuk pengorganisasian fungsi

MK kedalam 6 (enam) kelompok yaitu

pertama, model Jerman, yang memili-

ki Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi sebagai dua organ yang

sederajat dan terpisah.

Kedua, model Perancis,

yang menyebutnya de-

ngan Dewan Konstitusi

dengan struktur yang

tersendiri di samping

Mahkamah Agung. Keti-

ga, model Belgia, yang

menggunakan istilah

Constitutional Arbitrage,

berada disamping Mah-

kamah Agung yang ter-

sendiri. Keempat, model

Venezuela di mana Mah-

kamah Konstitusi dilembagakan da-

lam struktur Mahkamah Agung. Keli-

ma, model Amerika Serikat yang tidak

memiliki Mahkamah Konstitusi tetapi

fungsinya dijalankan langsung oleh

Mahkamah Agung. Keenam, model

negara-negara yang menganut sistem

supremasi parlemen yang sama seka-

li tidak mengenal lembaga Mahkamah

Konstitusi dan juga tidak mengakui

adanya fungsi judicial review atas

konstitusionalitas UU yang diakui

sebagai fungsi pokok terpenting yang

menyebabkan mahkamah konstitusi

harus ada.

Di Asia Tenggara, selain Indone-

sia, tercatat ada dua negara yang

membentuk Mahkamah Konstitusi

yaitu Kamboja dan Thailand. Pada

rubrik cakrawala edisi ini menampil-

kan profil Mahkamah Konstitusi di

negara tetangga, Thailand. Dalam

sudut pandang sistem ketatane-

garaan, Thailand memiliki banyak

perbedaan dengan Indonesia. Thai-

land adalah negara Kesatuan yang

berbentuk Kerajaan. Raja adalah

kepala negara dan sejak tahun 1946

hingga kini Raja Thailand adalah

Bhumibol Adulyadej atau Rama IX.

Sistem pemerintahan yang dianut

adalah sistem parlementer di mana

perdana menteri, yang saat ini dijabat

oleh Thaksin Shinawatra, adalah

kepala pemerintahan. Lembaga per-

MAHKAMAH KONSTITUSI
KERAJAAN  THAILAND

konstitusi tahun 1991 ide mahkamah

konstitusi diadopsi dengan istilah

Constitutional Tribunal sebagaimana

diatur dalam bab X konstitusi tahun

1991. Constitutional Tribunal bukan-

lah lembaga negara yang memiliki

struktur organisasi yang berdiri sendiri,

akan tetapi struktur organisasinya

terikat dengan lembaga negara lain.

Bila mengacu pada klasifikasi

model mahkamah konstitusi seperti

yang telah disebut sebelumnya, maka

Constitutional Tribunal Thailand ini

mendekati model keempat yaitu mo-

del Venezuella. Hal ini tampak dengan

komposisi anggota Constitutional

Tribunal yang terdiri dari Ketua Natio-

nal Assembly, Ketua Senate, Ketua

Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan

enam orang yang ditunjuk oleh Senate

dan House of Representatives, di mana

tiga orang di antaranya adalah ahli

hukum dan tiga orang lainnya ahli ilmu

politik (Pasal 200 Konstitusi tahun

1991).

Perubahan Konstitusi yang dila-

kukan Thailand pada tahun 1997

mengakibatkan model mahkamah

wakilan Thailand atau National Assem-

bly terdiri atas dua kamar yaitu House

of Representatives dan Senate. Keku-

asaan Kehakiman atau lembaga yudi-

katif tertinggi dipegang oleh Mahka-

mah Agung, yang disebut dengan San

Dika, dan Mahkamah Konstitusi.

LATAR BELAKANG
Mahkamah Konstitusi (Consti-

tutional Court) Thailand adalah lem-

baga yang baru dibentuk seiring de-

ngan perubahan konstitusi yang dila-

kukan oleh Thailand pada tahun 1997.

Sebelumnya ide mahkamah konstitusi

sendiri telah diadopsi dalam konsti-

tusi Thailand tahun 1991. Berdasarkan

konstitusi yang dianutpun berubah.

Secara resmi perubahan Constitu-

tional Tribunal menjadi Constitutional

Court yang memiliki struktur organi-

sasi tersendiri terjadi pada 11 April

1998. Mahkamah Konstitusi memiliki

Sekretariat Jenderal sendiri di mana

penunjukan Sekretaris Jenderal harus

atas persetujuan hakim-hakim kon-

stitusi. Mahkamah Konstitusi bahkan

memiliki otonomi untuk mengatur

masalah administrasi kepegawaian

dan anggaran (Pasal 270 Konstitusi

tahun 1997).

Dalam 15 kali perubahan kon-

stitusi sebelumnya, Thailand tidak

pernah memiliki tradisi atau legal

Ada 78 negara di dunia yang menempatkan Mahkamah Konstitusi
sebagai bagian dari sistem ketatanegaraannya. Dari 78 negara
tersebut, beberapa negara tidak menggunakan istilah “Mahkamah
Konstitusi”, Constitutional Court.

Sebagian hakim Mahkamah Konstitusi Thailand



Cakrawala

Berita Mahkamah Konstitusi  No. 06, September 200448

preseden atau lembaga independen

yang mengatur masalah politik atau

hukum bahkan batasan-batasan hak-

hak kewarganegaraan. Kewenangan

untuk menafsirkan hukum dan kon-

stitusi selama ini berada ditangan para

politisi, junta militer dan birokrat

Thailand.

Mahkamah Konstitusi yang dite-

tapkan dengan berlakunya konstitusi

tahun 1997 adalah dimaksudkan

untuk mereduksi kewenangan dan

membatasi kekuasaan para politisi

dan birokrat Thailand dalam menaf-

sirkan hukum dan konstitusi. Selain

juga Mahkamah Konstitusi dibentuk

untuk melakukan proses judicial re-

view yang terbebas dari cabang-ca-

bang kekuasaan lain (eksekutif dan

legislatif) sehingga menguatkan pe-

laksanaan pemerintahan dan jaminan

atas kebebasan individu. (Klein, 2000).

Pada awal terbentuknya, terpilih

13 hakim konstitusi, dari yang seha-

rusnya 15 hakim konstitusi. Dua orang

dipilih kemudian setelah terben-

tuknya Supreme Administrative Court,

lembaga ini adalah juga merupakan

lembaga yang baru dibentuk seiring

dengan berlakunya Konstitusi tahun

1997. Terpilih sebagai Ketua Mahka-

mah Konstitusi Thailand yang per-

tama adalah Chao Saichua, seorang

diplomat kawakan. Sebagai Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi Thai-

land yang pertama adalah Noppadol

Hengcharoen.

Kewenangan kelompok pertama
Kewenangan Mahkamah Konsti-

tusi Thailand yang termasuk dalam

kelompok pertama yaitu konstitusio-

nalitas UU yang dikeluarkan parlemen,

dijabarkan dalam pasal-pasal berikut

a. pasal 262, konstitusionalitas dari

Rancangan UU

Setelah National Assembly meng-

ajukan RUU dan sebelum RUU terse-

but diajukan kepada kerajaan untuk

ditandatangani, beberapa anggota

parlemen dan/atau senator dapat

mengajukan pendapat melalui Ketua

National Assembly, Ketua Senate ,

Ketua House of Representatives bahwa

RUU tersebut atau beberapa keten-

tuan didalamnya bertentangan dengan

konstitusi. Sekurang-kurangnya 10%

dari total anggota National Assembly

harus menandatangani pengajuan

pendapat tersebut (biasanya 70 orang

anggota House of Representatives dan

Senator; atau 70 anggota HoR; atau 70

Senator). Bilamana RUU tersebut

adalah RUU organik maka hanya

diperlukan minimal 20 anggota yang

dapat mengajukan pendapat terse-

but. Perdana Menteri juga dapat

mengajukan permohonan kepada

Mahkamah Konstitusi atas inisiatifnya

sendiri.

b. Pasal 177, konstitusionalitas dari

RUU alternatif

Bila sebuah RUU ditunda atau di-

veto sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan parlemen (pasal 175),

anggota parlemen atau anggota kabi-

net pemerintah dapat mengajukan

RUU alternatif. Bila RUU alternatif

tersebut juga meragukan, maka

Ketua HoR atau Ketua Senate dapat

mengajukan permohonan kepada

Mahkamah konstitusi untuk mene-

tapkan apakah RUU alternatif itu juga

dapat ditolak.

c. Pasal 219, konstitusionalitas dari

kebijakan penentuan keadaan

darurat

Sebelum pemerintah menetap-

kan keadaan darurat, seperlima atau

20% dari salah satu kamar di National

Assembly (biasanya 100 anggota HoR

atau 40 senator), dapat mengajukan

pendapat/permohonan melalui Ke-

tua HoR atau Senate kepada Mahka-

mah Konstitusi apakah penetapan

tersebut telah sesuai dengan tujuan

untuk mempertahankan stabilitas

nasional dan ketertiban umum, kea-

manan ekonomi nasional atau menja-

ga kondisi nasional dari kerusuhan

sosial. (pasal 218 ayat 1).

d. Konstitusionalitas dari pelaksana-

an anggaran non budgeter (appro-

priations)

Sepuluh persen dari anggota ma-

sing-masing dewan dapat secara

langsung mengajukan permohonan

kepada Mahkamah Konstitusi bahwa

pelaksanaan anggaran non-budgeter

telah melanggar pasal 180 ayat 6 yang

mengatur bahwa seoarang anggota

parlemen, senator atau anggota komi-

te telah mengambil anggaran non-

budgeter untuk kepentingan pribadi-

nya. Mahkamah Konstitusi harus

memutuskan bahwa tindakan terse-

but melanggar hukum.

e. Pasal 263, konstitusionalitas dari

rancangan peraturan tata tertib

parlemen

20 orang anggota parlemen dan/

atau senator dapat mempertanyakan

konstitusionalitas  peraturan tata ter-

tib National Assembly, HoR atau Senate

yang telah ditetapkan namun belum

ditempatkan dalam Lembaran Negara.

Permohonan ini hanya dapat diajukan

melalui Ketua National Assembly ,

KEWENANGAN
Berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indo-

nesia, di mana UUD 1945 merinci secara tersurat apa yang men-
jadi tugas dan kewenangan MKRI, kewenangan Mahkamah
Konstitusi Thailand untuk memeriksa perkara diklasifikasikan
kedalam 6 kelompok. Klasifikasi kewenangan Mahkamah
Konstitusi Thailand yaitu, pertama, konstitusionalitas UU yang
dikeluarkan parlemen, kedua, konstitusionalitas peraturan per-
undang-undangan ketiga, pelaksanaan dari lembaga-lembaga yang
diatur dalam konstitusi keempat, pemberhentian pejabat kelima¸
isu mengenai partai politik dan keenam, konstitusionalitas
peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dari keten-
tuan peralihan dalam konstitusi. Kelompok kewenangan yang
keenam kini tak lagi berlaku mengingat peraturan perundang-
undangannya kini telah tidak berlaku lagi. Dari 6 kelompok
kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal
dalam Konstitusi merinci kewenangan yang dimaksud dalam tiap-
tiap kelompok tersebut. (bisar)
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Ketua HoR atau Ketua Senat.

Kewenangan kelompok kedua
Yang termasuk dalam kewe-

nangan Mahkamah Konstitusi Thai-

land kelompok kedua yaitu konsti-

tusionalitas dari peraturan perundang-

undangan tersebar dalam pasal-pasal

antara lain

a. Pasal 264, konstitusionalitas dari

suatu ketentuan hukum ( legal

provision)

Dalam pelaksanaan persidangan

(selain di Mahkamah Konstitusi), bila

salah satu pihak mengajukan kebe-

ratan atas suatu ketentuan hukum

(mis: putusan pengadilan, act of

parliament) karena melanggar pasal 6

Konstitusi, atau keberatan itu berasal

dari pihak pengadilan sendiri, maka

pengadilan dapat mengajukan permo-

honan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 6 Konstitusi mengatur bahwa

Konstitusi adalah adalah hukum

tertinggi dan setiap peraturan, kete-

tapan atau keputusan yang berten-

tangan atau tidak sesuai dengan

konstitusi adalah dinyatakan tidak

berlaku. Pasal ini berhubungan dengan

pasal 28 ayat 2 yang menjamin hak

seseorang untuk menggunakan pasal-

pasal dalam konstitusi sebagai dasar

hukum untuk megajukan gugatan

atau untuk membela diri didepan

hukum. Sebelum konstitusi tahun

1997, warga negara tidak memiliki hak

untuk mengutip pasal-pasal dalam

konstitusi sebagai dasar hukum. Mah-

kamah Konstitusi akan menerima

permohonan dari pengadilan hanya

apabila permohonan tersebut tidak

mengatur masalah khusus yang ada

dalam gugatan yang harus diputus oleh

pengadilan dan permohonan penga-

dilan tidak termasuk dalam kewe-

nangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan mahkamah Konstitusi mengi-

kat pada kasus yang menjadi dasar

permohonan dan kasus-kasus serupa

di masa yang akan datang serta tidak

berlaku surut untuk menghapuskan

putusan pengadilan dimasa lalu.

b. Pasal 198, konstitusionalitas dari

peraturan, ketetapan atau kepu-

tusan

Seseorang dapat mengajukan

gugatan kepada Ombudsman terha-

dap pejabat yang dianggap tidak dapat

melaksanakan tugas dengan baik dan

sesuai dengan peraturan atau dise-

babkan tindakan atau lalai melaksa-

nakan tugas yang menyebabkan keru-

gian bagi penggugat. Bila dalam tahap

pencarian fakta terhadap gugatan

ombudsman menemukan suatu per-

aturan yang dikeluarkan oleh par-

lemen perlu dipertanyakan konstitusi-

onalitasnya maka ombudsman dapat

menajukan permohonan kepada

Mahkamah Konstitusi.

c. Pasal 315 ayat 5 (2), konstitusio-

nalitas dari peraturan yang meng-

atur pemilihan umum

Selama masa peralihan, KPU

memiliki kewenangan untuk meng-

hapuskan ketentuan-ketentuan me-

ngenai pemilihan umum dengan

mengeluarkan peraturan pengganti

untuk menjamin pelaksanaan pemilu

yang jujur dan adil atau bilamana KPU

menganggap bahwa peraturan yang

lama bertentangan dengan konstitusi.

Sebelum ditempatkan dalam Lem-

baran Negara, peraturan yang baru ter-

sebut harus diajukan ke Mahkamah

Konstitusi untuk diuji terlebih dahulu.

Kewenangan kelompok ketiga
Kelompok ketiga dalam kewe-

nangan Mahkamah Konstitusi Thai-

land adalah berkaitan dengan Lembag-

lembaga negara. Pasal-pasal dalam

konstitusi yang menjabarkan kewe-

nangan konstitusi yang berkaitan de-

ngan lemabag-lembaga negara ini

adalah

a. Pasal 266, sengketa antar lembaga

negara

bilamana ada sengketa antara

lembaga negara yang tercantum da-

lam konstitusi, Ketua National Assem-

bly atau salah satu lembaga yang

terlibat dalam konflik dapat menga-

jukan permohonan kepada Mahka-

mah Konstitusi untuk mencari jalan

keluar. Secara khusus, Mahkamah

Konstitusi mengakui dua bentuk

permohonan yang berkaitan dengan

masalah ini, yaitu, dari sebuah lembaga

negara yang atas pertimbangan lem-

baga itu sendiri meragukan ruang

lingkup kewenangannya dan dari dua

atau lebih lembaga negara yang ber-

sengketa karena kewenangan yang

saling berkelindan.

b. Pasal 63, menumbangkan peme-

rintahan atau konstitusi

Setiap orang dapat meminta Jaksa

agung untuk melakukan penyelidikan

bahwa seseorang atau sebuah partai

politik sedang melakukan upaya-

upaya untuk menggulingkan kekua-

saan atau konstitusi. Setelah Jaksa

Agung melakukan penyelidikan, dia

Konstitusi membatasi siapa saja yang berhak mengajukan
permohonan kepada MK. Pembatasan ini berkaitan juga dengan
jenis perkara yang ingin diajukan. Warga negara biasa tidak dapat
secara langsung mengajukan permohonan, akan tetapi mereka
dapat melakukannya secara tidak langsung dalam keadaan-
keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi.
Kewenangan MK terbatas pada ketentuan-ketentuan yang dibuat
oleh parlemen yang disebutkan dalam konstitusi seperti UU,
ketetapan, keputusan atau peraturan.

MK tidak berwenang untuk memeriksa peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan pemerintah (eksekutif), karena
pemeriksaan ini adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha
Negara (Administrative Court). Berikut ini adalah pihak-pihak
yang berhak mengajukan permohonan kepada MK Thailand, yaitu
Ketua National Assembly, Ketua House of Representatives, Ketua
Senate, Anggota House of Representatives, Anggota Senate,
Perdana Menteri, Jaksa Agung, Hakim, Ombudsman, Komisi
Pemberantas Korupsi, Komisi Pemililhan Umum, Anggota Partai
Politik, Anggota Komite Eksekutif Partai Politik dan semua
lembaga negara yang diatur dan tercantum dalam konstitusi.
(bisar)

Pihak yang Berperkara
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harus mengajukan permohonan kepa-

da Mahkamah Konstitusi untuk mela-

kukan penahanan. Bila subjek adalah

partai politik maka Mahkamah Konsti-

tusi dapat membubarkannya. Dalam

kedua subjek tersebut, Jaksa Agung

dapat meneruskannya dengan tuntut-

an pidana. Ketentuan ini dirancang

dengan maksud agar tidak lagi meng-

ulangi sejarah Thailand yang berkaitan

dengan kudeta, di mana biasanya su-

byek yang berhasil melakukan kudeta

memberi amnesti bagi dirinya sendiri.

Kewenangan kelompok keempat
Kelompok yang keempat dari

kewenangan Mahkamah Konstitusi

Thailand adalah pemberhentian pe-

jabat. Dalam Konstitusi, kewenangan

Mahkamah Konstitusi yang berkaitan

dengan masalah ini secara rinci diatur

dalam pasal-pasal berikut

a. pasal 96, menghapus keanggota-

an seorang anggota parlemen atau

senator

10 persen dari anggota masing-

masing kamar (biasanya 50 anggota

parlemen atau 20 senator) dapat

mengajukan permohonan kepada

Mahkamah Konstitusi untu meng-

hapus keanggotaan dari salah seorang

anggota parlemen atau senator. Biasa-

nya penyebab dari adanya permohon-

an ini adalah karena anggota tersebut

tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagai anggota parlemen, menjadi

tersangka atau bahkan terpidana,

bangkrut atau memiliki kekayaan yang

berasal dari sumber yang tidak jelas,

atau adanya konflik kepentingan se-

perti menerima imbalan dari negara

melalui kemitraan (bisnis) atau campur

tangan dalam jalur karir seorang pe-

jabat. Hanya Ketua Senate atau Ketua

HoR yang dapat mengajukan permo-

honan ini kepada Mahkamah Konsti-

tusi.

b.   Pasal 216, yang berkaitan dengan

pasal 96-97, 109-110, 206 dan

208-209, pemberhentian menteri

dari kabinet pemerintahan

10 persen dari anggota tiap-tiap

kamar (biasanya 50 anggota parlemen

atau 20 senator) dapat mengajukan

permohonan terhadap seorang men-

teri untuk diberhentikan dari kabinet.

Alasan-alasan yang mendasari adanya

gugatan semacam ini adalah karena

tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagai anggota parlemen, menjadi

tersangka atau bahkan terpidana,

bangkrut atau memiliki kekayaan yang

berasal dari sumber yang tidak jelas,

atau adanya konflik kepentingan

seperti menerima imbalan dari negara

melalui kemitraan (bisnis) atau campur

tangan dalam jalur karir seorang

pejabat, menjalankan bisnis atau gagal

memberikan laporan secara akurat

kekayaan yang dimilikinya. Hanya

Ketua Senate atau Ketua HoR yang

dapat mengajukan permohonan ini

kepada Mahkamah Konstitusi. Di lain

pihak, bila seseorang atau niatan me-

nurunkan menteri tersebut dimak-

sudkan untuk menjegal seorang

menteri atau pejabat tinggi negara dia

dapat terkena proses impeachment

berdasarkan pasal 303-307.

c. Pasal 295, diberhentikan karena

tidak dapat memberikan laporan

Hakim Konstitusi pada MK Thailand terdiri atas 15

(lima belas) orang. Komposisi, persyaratan, masa jabatan

serta berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi diatur

di Konstitusi tahun 1997 (pasal 255 hingga pasal 261).

Komposisi Hakim Konstitusi terdiri dari 5 (lima) orang

berasal dari MA yang memiliki jabatan sebagai Hakim

Agung, 2 (dua) orang berasal dari MA bidang Peradilan

Administrasi Negara (Supreme Administrative Court), 5

(lima) orang ahli hukum, dan 3 (tiga) orang ahli ilmu politik.

Bagi para ahli hukum dan ahli ilmu politik yang ingin

menjadi hakim konstitusi terdapat persyaratan dan tata

cara pemilihan tersendiri yang diatur dalam konstitusi.

Persyaratan tersebut antara lain seperti warga negara

Thailand, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, tidak

pernah menjabat sebagai menteri, anggota KPU, anggota

Ombudsman, anggota Komisi Nasional Hak asasi Manusia,

anggota Komisi Pemberantas Korupsi, atau anggota Komisi

Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, bukan

merupakan anggota Senate atau House of Representatives,

dan memiliki gelar profesor. Dan tatacara pemilihan hakim

konstitusi yang merupakan ahli hukum dan ahli ilmu politik

juga berbeda dengan pemilihan anggota hakim konstitusi

lainnya.

Pemilihan hakim konstitusi ini dilakukan oleh komite

khusus yang terdiri atas Ketua Mahkamah Agung, 4 (empat)

orang dekan fakultas hukum universitas Negeri, 4 (empat)

orang dekan fakultas ilmu politik universitas negeri,

Seorang wakil dari tiap partai politik yang duduk di

House of Representatives.

Masa jabatan hakim konstitusi adalah selama 9

(sembilan) tahun sejak diangkat oleh Raja dan hanya

untuk satu kali masa jabatan, tidak bisa dipilih kem-

bali. Selain batasan masa jabatan, konstitusi

mengatur bahwa hakim konstitusi berakhir masa

jabatannya apabila meninggal, telah berusia 70 ta-

hun, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi

persyaratan ketika menjabat sebagai hakim konsti-

tusi, dinyatakan sebagai terpidana, tidak lagi meme-

nuhi ketentuan pasal 307 (konstitusi 1997) atas dasar

keputusan Senate dan tidak lagi memenuhi persya-

ratan yang ditentukan oleh konstitusi ketika men-

jabat sebagai hakim konstitusi.

Maksud dari tidak lagi memenuhi persyaratan

ketika menjabat sebagai hakim konstitusi adalah

bahwa konstitusi Thailand telah membatasi tin-

dakan-tidakan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim

konstitusi ketika memegang jabatan sebagaimana

diatur dalam pasal 258. Tindakan-tindakan tersebut

adalah menjadi pejabat negara dengan memegang

jabatan yang bersifat permanen dan memperoleh

gaji, menjadi pegawai dalam suatu lembaga negara

atau BUMN atau di pemerintah daerah, atau menjadi

direksi atau penasehat di lembaga negara atau BUMN,

memegang jabatan dalam kemitraan di sebuah

perusahaan atau di sebuah organisasi yang bertujuan

mencari laba dan terikat dalam profesi yang bersifat

independen. (bisar) 

KOMPOSISI HAKIM KONSTITUSI
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yang jelas mengenai kekayaan

Bila Komisi Pemberantas Korupsi

menetapkan bahwa seorang politisi,

pejabat tinggi negara, hakim atau

anggota komisi-komisi negara yang

dibentuk berdasarkan konstitusi telah

memberikan laporan yang tidak jelas

mengenai harta kekayaannya atau

tidak melaporkan harta kekayaannya,

Komisi Pemberantas Korupsi akan

mengajukan permohonan kepada

Mahkamah Konstitusi untuk memu-

tuskan apakah pejabat tersebut harus

diberhentikan dan tidak diperbo-

lehkan untuk menduduki jabatan

apapun dalam periode 5 tahun.

Kewenangan kelompok kelima
Kewenangan Mahkamah Konsti-

tusi yang termasuk dalam kelompok

kelima adalah berkaitan dengan masa-

lah partai politik. Pasal-pasal dalam

konstitusi yang mengatur kewenangan

Mahkamah Konstitusi yang berkaitan

dengan partai politik adalah

a. Pasal 47 ayat 3, konstitusionalitas

dari ketetapan atau keputusan

partai politik

25 persen anggota dari sebuah

partai politik yang juga adalah anggota

parlemen atau anggota dari komite

eksekutif partai dapat mengajukan

permohonan berkaitan dengan konsti-

tusionalitas dari ketetapan, keputusan

atau tindakan dari partai politiknya.

b. Pasal 118 (8), konstitusionalitas

dari pemberhentian anggota par-

tai politik

Seorang anggota parlemen yang

diberhentikan dari keanggotaan partai

politik oleh partai politiknya sendiri,

dan karenanya kehilangan keduduk-

annya di Parlemen dapat mengajukan

permohonan kepada Mahkamah Kon-

stitusi bahwa pemberhentian itu me-

langgar pasal 47 ayat 3, dan oleh sebab

itu pemohon diizinkan untuk berga-

bung dengan partai politik lain untuk

mempertahankan kedudukannya di

Parlemen. Pasal 47 ayat 3 menyatakan

bahwa ketetapan dan keputusan par-

tai politik yang berkaitan dengan

status dan pelaksanaan tugas dari

anggotanya yang duduk sebagai ang-

gota parlemen harus sesuai dengan

konstitusi dan prinsip-prinsip demo-

krasi dari monarki konstitusional.

Kelompok kewenangan terakhir
Kelompok kewenangan terakhir

yang dimiliki Mahkamah Konstitusi

adalah yang berkaitan dengan kons-

titusionalitas dari UU sementara yang

berlaku pada masa transisi. Walaupun

pada kenyataan kewenangan yang

berkaitan dalam kelompok ini tidak

lagi berlaku namun sebagai pemba-

hasan dan bahan perbandingan rinci-

an pasal-pasal dalam konstitusi yang

mengatur kewenangan tersebut diba-

has dibawah ini.

a. Pasal 319 ayat 3 konstitusionalitas

dari peraturan KPU sementara

Ketentuan Peralihan Konstitusi

menetapkan KPU untuk membuat

peraturan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas-ugasnya sebelum

ditetapkan UU organik yang mengatur

mengenai KPU. Mahkamah Konstitusi

diamantkan untuk menguji konstitu-

sionalitas dari peraturan sementara

tersebut.

b. Pasal 324 ayat 1(2) peraturan-

peraturan yang dibuat KPU ber-

kaitan dengan pemilihan Umum.

Ketentuan Peralihan Konstitusi

menetapkan KPU untuk membuat

peraturan yang berkaitan dengan pe-

laksanaan tugas-ugasnya sebelum

ditetapkan UU organik yang mengatur

pelaksanaan pemilihan umum. Mah-

kamah Konstitusi diamanatkan untuk

menguji konstitusionalitas dari per-

aturan sementara tersebut.

c. Pasal 321 ayat 2, konstitusionalitas

dari peraturan sementara Komisi

Pemberantas Korupsi Nasional

Ketentuan Peralihan Konstitusi

menetapkan Komisi Pemberantas Ko-

rupsi untuk berfungsi sebagai Komisi

Pemberantas Korupsi Nasional hingga

Komisi Pemberantas Korupsi Nasional

terbentuk secra formal. Mahkamah

Konstitusi diamantkan untuk menguji

peraturan sementara yang dikeluarkan

Komisi Pemberantas Korupsi apakah

telah sesuai dengan Konstitusi dan

menilai apakah tindakan-tindakan

yang dilakukan telah sesuai dengan

kapasitasnya sebagai Komisi Pembe-

rantas Korupsi Nasional Sementara.

Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi

Thailand berbeda formatnya dengan

putusan Mahkamah Konstitusi Indo-

nesia. Format putusan Mahkamah

Konstitusi Thailand menampung

seluruh pendapat dari masing-masing

hakim konstitusi sebagaimana diama-

natkan dalam konstitusi, jadi dapat

dibayangkan tebalnya putusan Mahka-

mah Konstitusi. Contohnya adalah

kasus Perdana Menteri Thaksin Shina-

watra belakangan ini, tebalnya putusan

dari kasus tersebut adalah sebanyak

988 halaman.

Demikian sekelumit tentang

Mahkamah Konstitusi Thailand seba-

gai bahan perbandingan dan peman-

cing untuk menggali lebih jauh me-

ngenai wacana Mahkamah Konstitusi

di negara-negara lain. (bisar)

KIAT SOSIALISASI
Kedudukan MK Thailand sangat strategis dalam pelaksanaan

demokrasi di Thailand. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki posisi

sangat strategis bagi sistem ketatanegaraan maka MK Thailand juga

mengeluarkan media-media sebagai wahana sosialisasi dan interaksi

dengan publik.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional, MK menge-

luarkan jurnal yang terbit 4 bulan sekali yang bernama Warasan Ratta-

thamanun (Constitutional Court Journal).  Jurnal ini berisi ulasan dari

kasus-kasus terpilih dan dokumentasi serta artikel-artikel hukum yang

berkaitan dengan hukum tata negara. MK Thailand juga mengelola

sebuah situs di dunia maya untuk informasi mengenai MK dengan tidak

terikat oleh ruang dan waktu. Alamat situs itu adalah www. con

court.or.th. Namun sayangnya situs ini ditampilkan dalam bahasa

Thailand dan tidak ada halaman dalam edisi bahasa-bahasa internasional.

Publikasi putusan MK ditempatkan dalam Lembaran Negara. Dan sebagai

tambahan seluruh putusan diterbitkan tiap tahun dalam Ruam

Khamwinijchay San Rattathamanun (Himpunan Putusan MK). (bisar) 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:
a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang

Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam
segala bidang;

b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara
ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebu-
tuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air
wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial,
lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;

c. bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan
untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang
harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;

d. bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desen-
tralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat
perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air;

e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkem-
bangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan
masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-
undang yang baru;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk undang-undang
tentang sumber daya air;

 
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal
22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan
ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR.

 BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air

yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun

di bawah permukaan tanah,  termasuk dalam pengertian
ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang
berada di darat.

3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat  pada
permukaan tanah.

4. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau  batuan di bawah permukaan tanah.

5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau
buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah.

6. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/
atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat
ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan
manusia serta lingkungannya.

7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencana-
kan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendaya-
gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak
air.

8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar
dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air,  dan pengendalian daya
rusak air.

9. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil
perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang
diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan
sumber daya air.

10. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan
sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai
dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau
sama dengan 2.000 km2.

11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung,  menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau
atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  7 TAHUN 2004

 TENTANG
SUMBER DAYA AIR*

* Sumber: www.setneg.ri.go.id/index1.htm
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daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas
daratan.

12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi
oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian
hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran,
dan pelepasan air tanah berlangsung.

13. Hak guna air  adalah hak untuk memperoleh dan
memakai atau mengusahakan air untuk berbagai
keperluan.

14. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan
memakai air.

15. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan
mengusahakan air.

16. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta
perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan
eksekutif daerah.

17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara
keberadaan serta  keberlanjutan keadaan, sifat, dan
fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang
maupun yang akan datang.

19. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penata-
gunaan, penyediaan,   penggunaan, pengembangan, dan
pengusahaan sumber daya air secara optimal agar
berhasil guna dan berdaya guna.

20. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk
mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan
kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak
air. 

21. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan
kehidupan.

22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk
menentukan tindakan yang akan dilakukan secara
terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan
pengelolaan sumber daya air.

23. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, 
serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimal-
kan pemanfaatan prasarana sumber daya air.

24. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber
air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk
menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana
sumber daya air.

25. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta
bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan
sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

26. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi
wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber
daya air.

Pasal 2
Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian,
keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan
keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan
akuntabilitas.
 

Pasal  3
Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan
berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan
kemanfaatan sumber daya air yang  berkelanjutan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 

Pasal  4
Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup,
dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara
selaras.
 

Pasal  5
Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air
bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi
kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.
 

Pasal  6
(1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat
masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa
dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepen-
tingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

 
(3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya

air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui
sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuh-
kan dengan peraturan daerah setempat.

(4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan hak guna air.

 
Pasal 7

(1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

(2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau
seluruhnya.

 
Pasal 8

(1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi
pertanian rakyat yang berada di dalam  sistem irigasi.

(2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memerlukan izin apabila:
a.   cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah

kondisi alami sumber air;
b.   ditujukan untuk keperluan kelompok yang memer-

lukan air dalam jumlah besar; atau
c.   digunakan untuk pertanian rakyat di luar  sistem

irigasi yang sudah ada.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangan-nya.

(4) Hak guna pakai air  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya
melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan
tanahnya. 
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Pasal 9
(1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan

atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemegang  hak guna usaha air dapat mengalirkan air di
atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

   
Pasal 10

Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
 

Pasal 11
 (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber

daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala
bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya
air.

(2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan
prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.

(3) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan meli-
batkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-
luasnya.

(4) Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip
keseimbangan antara upaya konservasi dan pendaya-
gunaan sumber daya air.

(5) Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal 12

(1) Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah
sungai.

(2) Pengelolaan air tanah didasarkan pada  cekungan air
tanah.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan air permukaan dan
pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

 
BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13
(1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

(2) Presiden menetapkan wilayah sungai dan cekungan air
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Sumber Daya Air
Nasional.

(3) Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/
kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah

sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan
wilayah sungai strategis nasional.

(4) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud
pada  ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam satu
kabupaten/kota, cekungan air tanah  lintas kabupaten/
kota, cekungan air tanah lintas provinsi, dan cekungan
air tanah lintas negara.

(5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan
wilayah sungai dan cekungan air tanah diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal  14
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi:
a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada

wilayah sungai  lintas provinsi, wilayah sungai lintas
negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas
negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air
pada wilayah sungai  lintas provinsi, wilayah sungai lintas
negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan
wilayah sungai strategis nasional;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyedia-
an, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber
daya air  pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah
sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis
nasional;

g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi
teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas
provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;

h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan
sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan
sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;

i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam
pengelolaan sumber daya air;

j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman
pengelolaan sumber daya air;

k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada  wilayah
sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan
wilayah sungai strategis nasional; dan

l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber
daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota.

 
Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di

wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya
air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekit-
arnya;

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai   lintas kabupaten/kota;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada
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wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperha-
tikan kepentingan provinsi sekitarnya;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air
pada wilayah sungai  lintas kabupaten/kota;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan
kepentingan provinsi sekitarnya;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyedia-
an, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber
daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;

g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi
teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan,
penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan
air tanah lintas kabupaten/kota;

h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama
lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota;

i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/
kota dalam pengelolaan sumber daya air;

j. membantu  kabupaten/kota pada wilayahnya dalam
memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;

k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai lintas kabupaten/kota; dan

l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber
daya air kepada  pemerintah kabupaten/kota.

 
Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
meliputi :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan  sumber daya air di
wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya
air dan kebijakan pengelolaan  sumber daya air provinsi
dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota
sekitarnya;

b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai  dalam satu kabupaten/kota;

c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan
memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air
pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;

e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperha-
tikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan,
peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di
wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai
dalam satu kabupaten/kota;

g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama
lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah
sungai dalam satu kabupaten/kota;

h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas
air bagi masyarakat di wilayahnya; dan

i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai dalam satu kabupaten/kota.

 

Pasal  17
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang

disebut dengan nama lain meliputi:
a. mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum

dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintahan
di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan
umum;

b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi
kewenangannya;

c. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga
desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada;
dan

d. memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksana-
kan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

 
Pasal  18

Sebagian wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sumber
daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat
diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal  19
 (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan

sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  15 dan  Pasal 16, pemerintah daerah dapat menye-
rahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumber
daya air oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  15 dan  Pasal  16 wajib diambil oleh pemerin-
tah di atasnya dalam hal:
a. pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian

wewenang pengelolaan  sumber daya air sehingga
dapat membahayakan kepentingan umum;  dan/atau

b. adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupaten/
kota.

 
BAB III

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
 

Pasal  20
(1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga

kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung,
dan fungsi sumber daya air.

(2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan
pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan
mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air  yang
ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

(3) Ketentuan tentang konservasi sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu
acuan dalam perencanaan tata ruang.

 
Pasal 21

(1)  Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk
melindungi dan melestarikan sumber air beserta ling-
kungan keberadaannya terhadap kerusakan atau
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gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk
kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

(2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan

daerah tangkapan air;
b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
c. pengisian air pada sumber air;
d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
e. perlindungan sumber air dalam hubungan--nya

dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan
lahan pada sumber air;

f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan

kawasan pelestarian alam.
(3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagai-

mana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam
penatagunaan lahan.

(4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan
secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan
sosial, ekonomi, dan budaya.

(5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian
sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal 22

(1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan
dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai  dengan
fungsi dan manfaatnya.

(2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a.   menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk

dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
b.   menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan

efektif;  dan/atau
c.   mengendalikan penggunaan air tanah.

(3) Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

 
Pasal  23

(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran
air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan
kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-
sumber air.

(2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada
sumber air dan prasarana sumber daya air.

(3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya
pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber
daya air.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

   

Pasal 24
Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan
yang mengakibatkan rusaknya sumber air  dan prasara-
nanya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau
mengakibatkan  pencemaran air.
 

Pasal 25
(1) Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai,

danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi,
daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.

(2) Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di
dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam,
kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber
daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan pemerintah.

 
BAB IV

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 26
(1) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui

kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan,
pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air
dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air
yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

(2) Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk
memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan
dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok
kehidupan masyarakat secara adil.

(3) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan
kawasan pelestarian alam.

(4) Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara
terpadu dan adil, baik antarsektor, antarwilayah maupun
antarkelompok masyarakat dengan mendorong  pola
kerja sama.

(5) Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada
keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air
tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air
permukaan.

(6) Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat
mungkin.

(7) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan
mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan
keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air
membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan
dengan melibatkan peran masyarakat.

 
Pasal   27

(1) Penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk menetapkan
zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada
sumber air.

(2) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan
untuk penyusunan atau perubahan rencana tata ruang
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wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan
dengan:
a.   mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi

daya;
b.   menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran

secara teknis hidrologis;
c.   memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh

garis sempadan sumber air;
d.   memperhatikan kepentingan berbagai jenis peman-

faatan;
e.   melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain

yang berkepentingan; dan
f.    memperhatikan fungsi kawasan.

(4) Ketentuan dan tata cara penetapan zona sumber air
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal 28

(1) Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada setiap wilayah
sungai dilakukan dengan memperhatikan:

a.   daya dukung sumber air;
b.   jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi

pertumbuhannya;
c.   perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air;

dan
d.   pemanfaatan air yang sudah ada.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan

pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(

(3) Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal  29

(1) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebu-
tuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai
keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

(2) Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai
dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya
air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok,
sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri,
pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keaneka-
ragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata,
ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem
irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama
penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.

(4) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada
setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya.

(5) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber
daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbul-
kan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah

atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi
kepada pemakainya.

(6) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian
dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap
wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangan-nya.

 
Pasal  30

(1) Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan
rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan 
pada setiap wilayah sungai .

(2) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengambil
tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi
kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan
keperluan dan keadaan setempat.

Pasal  31
Ketentuan mengenai penyediaan sumber daya air sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.
 

Pasal  32
(1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk pemanfaatan
sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/
atau materi.

(2) Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai
penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air
yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber
daya air wilayah sungai bersangkutan.

(3) Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian
rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber
air dan lingkungannya atau prasarana umum yang
bersangkutan.

(4) Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana sumber
daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak
atas prasarana yang bersangkutan.

(5) Apabila penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air,
yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.

(6) Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha 
berupaya menggunakan air secara daur ulang dan
menggunakan kembali air.

(7) Ketentuan mengenai penggunaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

Pasal 33
Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya
air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan
konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber
daya air.
 

Pasal 34
(1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 26 ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan 
untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air
guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah
tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan,
pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk
berbagai keperluan lainnya.

(2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan
lingkungan hidup.

(3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana
pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang
wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbang-
kan:
a.   daya dukung sumber daya air ;
b.   kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat

setempat;
c.   kemampuan pembiayaan; dan
d.   kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber

air.
(4) Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagai-

mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi, dan
perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis,
lingkungan hidup, dan ekonomi.

(5) Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksa-
nakannya pengembangan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus ditangani secara tuntas
dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap
penyusunan rencana.

Pasal 35
Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:
a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber

air permukaan lainnya;
b.  air tanah pada cekungan air tanah;
c.  air hujan; dan
d. air laut yang berada di darat.
 

Pasal 36
(1) Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa,

dan sumber air permukaan lainnya sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan mem-
perhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang
bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan sungai, danau,
rawa, dan sumber air permukaan lainnya diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal 37

(1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf 
b  merupakan salah satu sumber daya air yang kebera-
daannya terbatas dan kerusakannya dapat mengaki-
batkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit
dilakukan.

(2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah
dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber
daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan

terhadap kerusakan air tanah.
(3) Ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
 

Pasal 38
(1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan sebagai-

mana dimaksud dalam Pasal 35 huruf  c dilaksanakan
dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.

(2) Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan
pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca
setelah memperoleh izin dari Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan awan untuk teknologi
modifikasi cuaca diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

 
Pasal 39

(1) Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada
di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d
dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan
hidup.

(2) Badan usaha dan perseorangan dapat menggunakan air
laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha setelah
memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan air laut yang berada
di darat diatur lebih lanjut  dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal 40

(1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah
tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air
minum.

(2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem
penyediaan air minum.

(4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat
berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan
sistem penyediaan air minum.

(5) Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan
air minum bertujuan untuk: 
a.   terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum

yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
b.   tercapainya kepentingan yang seimbang antara

konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
c.   meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air

minum.
(6) Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) diselenggarakan secara terpadu dengan
pengembangan prasarana dan sarana sanitasi sebagai-
mana dimaksud dalam  Pasal 21 ayat (2) huruf d.   

(7) Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan
sistem penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah dapat
membentuk badan yang berada di bawah dan bertang-
gung jawab  kepada menteri yang membidangi sumber
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daya air.
(8) Ketentuan pengembangan sistem penyediaan air minum,

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan
air minum, peran serta koperasi, badan usaha swasta,
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan
sistem penyediaan air minum, dan pembentukan badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4),
dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan peme-
rintah.

 
Pasal 41

(1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan
dengan pengembangan sistem irigasi.

(2) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder
menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan
pemerintah daerah dengan ketentuan:
a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder

lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung
jawab Pemerintah;

b. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder 
lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan
tanggung jawab pemerintah  provinsi;

c. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder
yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewe-
nang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
yang bersangkutan.

(3) Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan
tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

(4) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan
masyarakat.

(5) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat
dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau
pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(6) Ketentuan mengenai pengembangan sistem irigasi diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal 42

(1) Pengembangan sumber daya air untuk industri dan
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat  (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku
dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi

(2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air
untuk industri dan pertambangan diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal 43

(1) Pengembangan sumber daya air untuk keperluan ketena-
gaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat
dilakukan untuk memenuhi keperluan sendiri dan untuk
diusahakan lebih lanjut.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air
untuk ketenagaan diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.

 
Pasal 44

(1) Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat
dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan sumber air
lainnya.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air
sebagai jaringan prasarana angkutan diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal 45

(1) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan
memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan
hidup.

(2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi
satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di
bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama
antara badan usaha milik negara dengan badan usaha
milik daerah.

(3) Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorang-
an, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha
berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan-nya.

(4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berbentuk:
a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai

persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;
b. pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu

sesuai persyaratan  yang ditentukan dalam perizinan;
dan/atau

c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu
sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.

 
Pasal 46

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air
pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air
oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 45 ayat (3).

(2) Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan
pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana
pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersang-
kutan.

(3) Alokasi air untuk pengusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber
daya air dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

(4) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum
ditetapkan, izin pengusahaan sumber daya air pada
wilayah sungai  ditetapkan berdasarkan alokasi air
sementara.

 
Pasal 47

(1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu
pelayanan atas:
a.   badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah

pengelola sumber daya air; dan
b.   badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang

izin pengusahaan sumber daya air.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah  daerah   wajib   memfa-
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silitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan
usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konser-
vasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di sekitarnya.

(4) Rencana pengusahaan sumber daya air dilakukan melalui
konsultasi publik.

(5) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan
mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

 
Pasal 48

(1) Pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah
sungai  yang dilakukan dengan membangun dan/atau
menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan
untuk wilayah sungai  lainnya apabila masih terdapat
ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada
wilayah sungai  yang bersangkutan.

(2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada rencana pengelolaan sum-
ber daya air wilayah sungai bersangkutan. 

 
Pasal 49

(1) Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan,
kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat
terpenuhi.

(2) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana
pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang
bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah
di sekitarnya.

(3) Rencana pengusahaan air untuk negara lain dilakukan
melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai
dengan kewenangannya.

(4) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin
dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari pemerin-
tah daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

 
Pasal 50

Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
 

BAB V
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

 
Pasal   51

(1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyelu-
ruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan,
dan  pemulihan.

(2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui
perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun
secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan
sumber daya air.

(3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.

(4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah
daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai
dan masyarakat.

 
Pasal 52

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan
yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.
 

Pasal 53
(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik
maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah
sungai.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih
diutamakan pada kegiatan nonfisik.

(3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan oleh pengelola sumber daya air yang
bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan
bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

 
Pasal 54

(1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan mitigasi
bencana.

(2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan
masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggu-
langan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.

(3) Ketentuan  mengenai  penanggulangan kerusakan dan
bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

 
Pasal 55

(1) Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang
berskala nasional menjadi  tanggung jawab Pemerintah.

(2) Bencana  akibat daya rusak air yang berskala nasional
ditetapkan dengan keputusan presiden.

 
Pasal 56

Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau
bupati/walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna
keperluan penanggulangan daya rusak air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
 

Pasal 57
(1) Pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan memulihkan kembali
fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber
daya air.

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah,
pengelola sumber daya air, dan masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air sebagai-
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mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

 
Pasal 58

(1) Pengendalian daya rusak air dilakukan  pada sungai, da-
nau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air
tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada
di darat.

(2) Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada
sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa,
cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut
yang berada di darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI
PERENCANAAN

 
Pasal 59

(1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun untuk
menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman
dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya
air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian
daya rusak air.

(2) Perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan
berdasar-kan asas pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai
dengan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11.

(4) Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah
satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/
atau penyempur-naan rencana tata ruang wilayah.

 
Pasal 60

(1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai
dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang
ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku
secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber
daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelola-
an sumber daya air.

(2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan perenca-
naan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal 61

(1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan pada setiap wilayah
sungai di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak-
sanakan secara terkoordinasi pada setiap wilayah sungai
oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan
ketentuan dan tata cara yang ditetapkan.

(4) Pengelola sumber daya air wajib memelihara hasil
inventarisasi dan memperbaharui data sesuai dengan
perkembangan keadaan.

(5) Ketentuan mengenai inventarisasi sumber daya air diatur
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 62
(1) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) pada setiap
wilayah sungai dilaksanakan secara terkoordinasi oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya
dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan
dalam bidang sumber daya air.

(2) Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya
mengumumkan secara terbuka rancangan rencana
pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat.

(3) Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap
rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang
sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai
dengan kondisi setempat.

(4) Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan
kembali terhadap rancangan rencana pengelolaan
sumber daya air atas keberatan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air
ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi
rencana pengelolaan sumber daya air.

(6) Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah
sungai dirinci ke dalam program yang terkait dengan
pengelolaan sumber daya air oleh instansi pemerintah,
swasta, dan masyarakat.

(7) Ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan sumber
daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 
BAB VII

PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI
DAN PEMELIHARAAN

 
Pasal 63

(1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air
dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan
manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber
daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan
kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan
kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya
air  yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman,
dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan
pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memper-
oleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya.

(4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber
daya air di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah
proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak
yang berhak diselesaikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(5) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 
Pasal 64

(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air
terdiri atas pemeliharaan sumber air serta operasi dan
pemeliharaan prasarana sumber daya air.
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(2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksa-
naan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin
kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.

(3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya  air
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau
pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenang-
annya.

(4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sum-
ber daya air yang dibangun oleh badan usaha, kelompok
masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan
tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

(5) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi
dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi
ditetapkan:
a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi

primer dan sekunder menjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya,

b. pelaksanaan   operasi dan pemeliharaan sistem irigasi
tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat
petani pemakai air.

(7) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan
kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana
sumber daya air.

(8) Ketentuan mengenai operasi dan pemeliharaan sumber
daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 
BAB VIII

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 65
(1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air,

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan
pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis,
hidrome-teorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya
air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya
air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya,
serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang
terkait dengan sumber daya air.

 
Pasal 66

(1) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan jaringan informasi
sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai
institusi.

(2) Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak
yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk
unit pelaksana teknis untuk menyelenggarakan ke-giatan
sistem informasi sumber daya air.

 
Pasal 67

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah serta pengelola

sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya,
menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak
yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi
Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum,
organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang
melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya
air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada
instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang
bertanggung jawab di bidang sumber daya air.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya
air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran,
dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

 
Pasal 68

(1) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber
daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidro-
logi, hidrome-teorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai
pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi,
hidrome-teorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh
Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air
Nasional.

(3) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi,
dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan
pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangan-
nya.

(4) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi,
dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

 
Pasal 69

Ketentuan mengenai sistem informasi sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal
68 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
 

BAB IX
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

 
Pasal 70

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan
pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelemba-
gaan sumber daya air secara terencana dan sistematis
untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya
air.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan
konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan
sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat
melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan
masing-masing dengan berpedoman pada tujuan
pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).

(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan pengembangan, serta pendampingan.

 
Pasal 71

(1) Menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri
yang terkait dengan bidang sumber daya air menetapkan
standar pendidikan khusus dalam bidang sumber daya
air.

(2) Penyelenggaraan pendidikan bidang sumber daya air
dapat dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah
daerah maupun swasta sesuai dengan standar pendidikan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 
Pasal 72

(1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bidang sumber  daya air diselenggarakan
untuk mendukung dan meningkatkan kinerja  pengelo-
laan sumber daya air.

(2) Menteri yang membidangi ilmu pengetahuan dan
teknologi, setelah memperoleh saran dari menteri yang
membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait
dengan sumber daya air, menetapkan kebijakan dan
pedoman yang diperlukan dalam rangka penyelengga-
raan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya melaksanakan kegiatan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
bidang sumber daya air.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan
menciptakan kondisi yang mendukung untuk mening-
katkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi dalam bidang sumber daya air oleh masyarakat,
dunia usaha, dan perguruan tinggi.

 
Pasal 73

Pemerintah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan 
temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang
sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
 

Pasal 74
(1) Pendampingan dan pelatihan bidang sumber daya air

ditujukan untuk pemberdayaan para pemilik kepen-
tingan dan kelembagaan pada wilayah sungai.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan wewe-
nang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber
daya air, menetapkan pedoman kegiatan pendampingan
dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang
berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya air
wajib memberikan dukungan dan bekerja sama untuk
menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan
pelatihan.

 
Pasal 75

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber
daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap
seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber

daya air pada setiap wilayah sungai.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewe-

nang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan
peran masyarakat.

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan
laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwe-
nang.

(4) Pemerintah menetapkan pedoman  pelaporan dan
pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan 
sumber daya air.

 
Pasal 76

Ketentuan mengenai pemberdayaan dan pengawasan penge-
lolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 dan Pasal 75 diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.
 

BAB X
PEMBIAYAAN

 
Pasal 77

(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan
berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya
air.

(2) Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi:
a.   biaya sistem informasi;
b.   biaya perencanaan;
c.   biaya pelaksanaan konstruksi;
d.   biaya operasi, pemeliharaan; dan
e.   biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan

masyarakat.  
(3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa:

a.   anggaran pemerintah;
b.   anggaran swasta; dan/atau
c.   hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya

air.
 

Pasal 78
(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dibebankan kepada
Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya
air, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik
secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.

(2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sumber
daya air.

(3) Pembiayaan pelaksanaan konstruksi dan operasi dan
pemeliharaan sistem irigasi diatur sebagai berikut:
a. pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan

pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder
menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya; dan dapat
melibatkan peran serta masyarakat petani,

b. pembiayaan pelaksanaan konstruksi sistem irigasi
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tersier menjadi tanggung jawab petani, dan dapat
dibantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah,
kecuali bangunan sadap, saluran sepanjang 50 m dari
bangunan sadap, dan boks tersier serta bangunan
pelengkap tersier lainnya  menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah,

c. pembiayaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi
tersier menjadi tanggung jawab petani, dan dapat
dibantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk penda-
yagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional,
pembiayaan pengelolaan-nya ditetapkan bersama oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah yang bersangkutan
melalui pola kerja sama.

 
Pasal 79

(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang ditujukan untuk
pengusahaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh
koperasi, badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah pengelola sumber daya air, badan usaha lain dan
perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang
bersangkutan.

(2) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan
umum, Pemerintah dan pemerintah daerah dalam batas-
batas tertentu dapat memberikan bantuan biaya pengelo-
laan kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah pengelola sumber daya air.

 
Pasal 80

(1) Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak
dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

(2) Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber
daya air.

(3) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya
air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

(4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber
daya air untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air
didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi
kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber
daya air.

(5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber
daya air untuk jenis penggunaan nonusaha dikecualikan
dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3).

(6) Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan
dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk
mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

 

Pasal 81
Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan sumber daya
air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal
79, dan Pasal 80 diatur lebih lanjut dengan peraturan peme-
rintah.
 

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN

MASYARAKAT
 

Pasal 82
Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat
berhak untuk:
a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelola-

an sumber daya air;
b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang

dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan
sumber daya air;

c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;
d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan

sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka
waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;

e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang
berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber
daya air; dan/atau

f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berba-
gai masalah sumber daya air yang merugikan kehidup-
annya.

 
Pasal 83

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang
hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan
umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi
sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan
prasarana sumber daya air.
 

Pasal 84
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk

berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.

(2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengelo-
laan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan  peraturan pemerintah.

 
BAB XII

KOORDINASI
 

Pasal 85
(1) Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan

lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan
keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi
dan manfaat air dan sumber air.

(2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan menginte-
grasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para
pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
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Pasal 86
(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat

(2) dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang bernama
dewan sumber daya air atau dengan nama lain.

(2) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan
kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air.

(3) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan unsur pemerintah dan unsur  nonpeme-
rintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip
keterwakilan.

(4) Susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan keputusan presiden.

 
Pasal 87

(1) Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan
Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk oleh Pemerin-
tah, dan pada tingkat provinsi dilakukan oleh wadah
koordinasi dengan nama dewan sumber daya air provinsi
atau dengan nama lain yang dibentuk oleh pemerintah
provinsi.

(2) Untuk pelaksanaan koordinasi pada tingkat kabupaten/
kota dapat dibentuk wadah koordinasi dengan nama
dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan
nama lain oleh pemerintah kabupaten/kota.

(3) Wadah koordinasi pada wilayah sungai  dapat dibentuk
sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(4) Hubungan kerja antarwadah koordinasi tingkat nasional,
provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat
konsultatif dan koordinatif.

(5) Pedoman mengenai pembentukan wadah koordinasi pada
tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai
 diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri yang
membidangi sumber daya air.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

 
Pasal 88

(1) Penyelesaian  sengketa sumber daya air pada tahap
pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diperoleh  kesepakatan, para pihak
dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan
atau melalui pengadilan.

(3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

 
Pasal 89

Sengketa mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya
air antara Pemerintah dan pemerintah daerah diselesaikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 

BAB XIV
GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

 
Pasal 90

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah
pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan
perwakilan ke pengadilan.
 

Pasal 91
Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air
bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat
indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/
atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehi-dupan
masyarakat.
 

Pasal 92
(1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air

berhak me-ngajukan gugatan terhadap orang atau badan
usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan
kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, un-
tuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas
pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang
berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air
dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran
nyata.

(3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persya-
ratan:
a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus

badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber
daya air;

b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam
anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkait-
an dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan

c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya.

 
BAB XV

PENYIDIKAN
 

Pasal 93
(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya dalam bidang sumber daya air
dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik seba-
gaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan tentang adanya tindak pidana sumber
daya air;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan
usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber
daya air;

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak
pidana sumber daya air;
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d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air
dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan
untuk melakukan tindak pidana;

e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai
alat bukti;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air;

g. membuat dan menandatangani berita acara dan
mengirimkan-nya kepada penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan/atau

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupa-
kan tindak pidana.

(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan
kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

 
BAB XVI

KETENTUAN PIDANA
 

Pasal 94
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)

tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah):
a. setiap  orang yang dengan sengaja melakukan kegiat-

an yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan
prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air,
dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 24; atau

b. setiap  orang yang dengan sengaja melakukan
kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya
rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah):
a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan

penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terha-
dap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sum-
ber air  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3); atau

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan
yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya
air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah):
a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau

memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak
guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2);

b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan peng-
usahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (3); atau

c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan
pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air
yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman,
dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (2);

d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan
pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa mem-
peroleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

  
Pasal 95

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan
belas) bulan dan denda paling banyak  Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah):
a. setiap orang yang  karena kelalaiannya mengakibat-

kan kerusakan sumber daya air dan prasarananya,
mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau menga-
kibatkan pencermaran air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24; atau

b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan
kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya
rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah):
a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan

kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan keru-
gian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan
fungsi sumber air  sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (3); atau;

b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan
kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana
sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64 ayat (7).

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah):
a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan 

pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (3);

b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan
kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber
daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar,
pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (2);

c. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan
kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(3).

 
Pasal 96

(1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh
badan usaha, pidana dikenakan  terhadap  badan usaha 
yang bersangkutan.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang
dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda
yang dijatuhkan.

 
BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN
 

Pasal 97
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan sumber daya air
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan
undang-undang ini.

Pasal 98
Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-
undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa
berlakunya berakhir.
 

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

 
Pasal 99

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3046) dinyatakan tidak berlaku.

 
Pasal 100

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
                                                       
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                        ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO
  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 32
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan
 
Lambock V. Nahattands

Nurmi A. Karim, S.Ag
dengan

Khairuddin, S.Ag
(Staf Panitera MKRI)

pada hari Minggu, 15 Agustus 2004

Selamat menempuh hidup baru

Barakallahu lakum wa Baraka ‘Alaikum
(Mudah-mudahan Allah memberi kalian
keberkahan dan melimpahkan atas

kalian keberkahan).

Dwi Kirana Yuniasti, SH
(Sekretaris Hakim Konstitusi)

dengan
A. Irmanputra Sidin, SH, MH
(Asisten Hakim Konstitusi)

Akad nikah pada tanggal 6 Agustus 2004
Resepsi pernikahan tanggal 7 Agustus 2004

Melalui Mahkamah Konstitusi, Allah telah
mempertemukan keduanya, telah menyatukan cinta
yang terserak dan keduanya telah mengokohkan

jalinan kasih dalam ikatan pernikahan
Selamat mengayuh bahtera rumah tangga

berdua dan bersama selamanya.

Telah Menikah:



KARTUN BANG EMKA
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ULANG TAHUN KE-1 MK—MK merayakan
ulang tahun yang pertama secara seder-
hana pada 13 Agustus 2004. Dalam sam-
butan singkatnya, Presiden Megawati
Soekarnoputri minta semua pihak mem-
beri kesempatan kepada MK untuk men-
jalankan tugas-tugas konstitusionalnya,
dan tidak terburu-buru membuat kesim-
pulan atau memberi bentuk terhadap
MK. Kehadiran MK merupakan angin
segar bagi setiap warga negara, terutama
dalam membela hak dasar yang mereka
miliki terhadap setiap tindakan negara
yang mereka anggap tidak sesuai dengan
Undang-Undang Dasar. 

SEKJEN MK YANG— H. Janedjri M. Gaffar
dilantik menjadi Sekretaris Jenderal
MK oleh Ketua  MK  pada hari Kamis
19 Agustus 2004 menggantikan A.A.
Oka Mahendra. Dalam wawancara
singkatnya, Janedjri berjanji akan
mewujudkan Setjen MK sebagai
aparat pemerintah yang dapat mem-
berikan pelayanan dan dukungan
terbaik kepada para hakim konsti-
tusi. “Menjadi komitmen saya untuk
mendukung para hakim konstitusi
dengan mewujudkan Setjen yang mo-
dern dan profesional.”


